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ABSTRAK  

Tanah sebagai hak milik diatur didalam Undang-undang Pokok Agraria 

No 5 Tahun 1960, hak milik dapat di alihkan berdasarkan jual beli, sesuai dengan 

pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. 

Masalah pokok dalam penelitian ini yang pertama, tentang status jual beli 

tanah yang dilakukan tanpa adanya akta jual beli di Desa Pembatang Kabupaten 

Kuantan Singingi dan permasalahan kedua, bagaimana penyelesaian yang dapat 

dilakukan oleh pembeli agar jual beli tanah mempunyai kekuatan hukum tetap di 

Desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis (empiris) 

atau observasi (observational research) yang bersifat deskriptif analisis dengan 

cara survey, Lokasi yang di pilih untuk melakukan penelitian ini di Desa 

Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti melakukan wawancara kepada 

Kepala Desa Pembatang, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan 

Singingi, serta melakukan wawancara terbuka kepada masyarakat Desa 

Pembatang. 

Hasil penelitian bahwa status jual beli yang dilakukan dihadapan kepala 

desa itu sah diberikan oleh Undang-undang karena jual beli dibawah tangan 

perbuatan hukum secara materiil proses jual beli tanah itu sah, tetapi secara 

formalnya proses jual beli secara dibawah tangan tidak terpenuhi, jual beli harus 

di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT (syarat formalnya), masyarakat di 

Desa Pembatang yang masih menggunakan jual beli dibawah tangan tanpa di 

hadapan pejabat yang berwenang, faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli 

dibawah tangan, tingkat pengetahuan peralihan hak yang minim, para pihak 

dengan sistem kepercayaan, mahalnya biaya melakukan jual beli dihadapan 

PPAT, dan tidak diketahuinya pihak pertama yang memegang hak tanah pertama 

kali. Upaya penyelesaian jual beli agar berkekuatan hukum tetap di masyarakat 

desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi yaitu menurut masyarakat desa 

Pembatang, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Pembatang yaitu 

dengan saling percaya, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara 

musyawarah dan bertanggung jawab dan siap dituntut dimuka persidangan baik 

secara perdata maupun pidana. Sedangkan menurut pihak BPN upaya yang harus 

dilakukan oleh pembeli agar mendapatkan jaminan kepastian hukum atas 

kepemilikan tanah yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997. 

 

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Akta Jual Beli Tanah
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ABSTRACT 

 Land as property rights is regulated in the Basic Agrarian Law No 5 of 

1960. Property rights can be transferred based on buying and selling, in 

accordance with article 37 paragraph 1 of Goverment Rehulation No 24 of 1997. 

 The main problem in this research is the first, regarding the status of 

buying and selling land carried out without a deed of sale and purchase in 

Pembatang village, Kuantan Singingi Regency and the second problem, how the 

settlement can be done by the buyer so that the sale and purchase of land has 

permanent legal force in Pembatang village, Kuantan Regency, Singingi. 

 This studi uses sociological law research methods (empirical) or 

obsevational (observational research) which is descriptive analysis by means of a 

survey. The location chosen to conduct this reseach is in Pembatang village, 

Kuantan Singingi Regency, researchers conducted interviews with the Head of 

Pembatang village, Head of the Land Office National Kuantan Singingi Regency, 

as well as conducting open interviews with the Pembatang village community. 

 The result of the study that the status of buying and selling carried out 

before the village head was legal given by law because buying and selling under 

the hands of legal acts materially the process of buying and selling law was legal, 

but formally the process of buying and selling under the heads was not fulfilled, 

buying and selling must be done. In the presence of authorized officials, namely 

PPAT (formal requirements), people in Pembatang village who still use buying 

and selling under the hands without being in the presence of an authorized 

official, factors that influence the occurrence of buying and selling under hands, 

minimal level of knowledge transfer of right, parties with a believe system, the 

high cost of buying and selling before the PPAT, and the unknown first party 

holding the land rights for the time. Efforts to settle the sale and purchase so that it 

has permanent legal force in the Pembatang village community, Kuantan Singingi 

Regency, namely according to the Pembatang village community, buying and 

selling carried out by the Pembatang billage commnuity is by mutual trust, then 

both parties will resolve it by way of deliberation and responsibility and are ready 

yo be prosecuted upfront trial, both civil and criminal. Meanwhile, according to 

BPN, the efforts that must be made by the buyer in order to obtain legal certainty 

over land ownership are in accordance with Goverment Regulation Number 24 of 

1997. 

 

Keywords: Legal Force, Deed of Sale and Perchase of Land 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Masalah pertanahan adalah masalah yang memerlukan perhatian khusus 

dan pengawasan yang jelas sesegera mungkin. Oleh karena itu, dimuat UUD 1945 

pasal 33 ayat (3) didefinisikan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarbesarnya kemakmuran 

rakyat”.
1 

Peraturan Ini fasilitas pemerintah Indonesia untuk menetapkan peraturan 

hukum yang berbeda di bidang pertanahan/pertanian. 

Termuat di Pasal 33 ayat (3) bersifat wajib, yaitu memuat pesanan untuk 

negara untuk menggunakan tanah, air dan sumber daya alamnya dimilikinya, yang 

dikuasai oleh Negara untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia.Oleh karena itu, Mensejahterakan rakyat Indonesia melalui kekayaan 

alam seperti bumi, air dan yang ikandungnya ialah tujuan penguasaan dari 

pemerintah.
2 

Dalam konsep Islam, bumi dianggap sebagai bangunan utama manusia. Dalam 

perkembangannya, tanah memiliki banyak fungsi dan kegunaan yang berbeda 

antara lain fungsi sosial, ekonomi, agama, dan politik.
3
 

Tanah bisa dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Pengalihan hak 

guna tanah dapat dilakukan dengan pembelian, penjualan, penukaran, pemindahan 

                                                             
1 Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Urip Santoso, Hukum Agrari:Kajian Komprehensif, Edisi I, Kencana Prenada Group, Jakarta, 

2012, hlm.32 
3 Sarkawi, Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan 

Umum, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.1 
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atau pewarisan. Di pasal 26 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa: “membeli, 

menjual, menukar, memberi, memberi, menurut pewasiatan, dan tindakan lain 

untuk mengalihkan hak milik. dan pengendaliannya diatur oleh peraturan 

pemerintah.
4 

Dalam hal itu berkaitan dengan penjualan tanah, yang diatur di Pasal 1457 

KUHPerdata tentang jual beli: “Pembelian adalah suatu perjanjian dimana 'pihak 

yang ada menyanggupi untuk mengalihkan sebagian dari barang yang dibayar 

dengan harga. dibayar untuk itu. janji".
5 

Di jual beli selalu ada Ada dua aspek hukum perdata, yakni hukum 

substantif dan hukum kontrak. Disebut begitu karena menurut hukum materiil, 

jual beli menimbulkan kepentingan untuk para belah pihak pada tagihan, 

berbentuk penyerahan barang kepada pihak pertama dan membayar harga jual 

kepada pihak lain. Dan bagi pihak yang mengadakan kontrak, jual beli merupakan 

suatu bentuk kesepakatan. menimbulkan kewajiban berupa penyerahan barang 

oleh penjual dan pembeli mentransfer uang kepada penjual. 

Jual beli dalam pengertiannya setelah UUPA tidak beupa kesepakatan lagi, 

yang dimaksud di pasal 1457 KUHPerdata tetapi suatu pemindahan hak secara 

tetap dari perbuatan hukum..
6 

Lalu didalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

mengatur bahwa penjualan tanah harus terbukti dengan pembuatan akta dan di 

hadapan pembuat kebijakan. Di Pasal 37 Ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 1997 tentang 

                                                             
4 Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undnag Pokok Agraria 
5
 KUHPerdata Pasal 1457 Tentang Jual Beli 

6
 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Prenafa Media Group, Jakarta, 2010, 

hlm.358  
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Pendaftaran Tanah diiringi dengan PP 37 Tahun 1998 tentang PPAT dI Pasal 2 

ayat (1) yang berbunyi :
7 

Kantor pendaftaran tanah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan 

sejumlah prosedur pendaftaran tanah dengan pembuatan akta yang membuktikan 

beberapa perbuatan sah dari hak atas tanah atau kepemilikan rumah susun, yang 

menjadi kebijakan pendaftaran, dan perubahan data pendaftaran tanah 

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. 

Dengan demikian pembelian dan penjualan tanah harus diselenggarakan 

didepan PPAT, hal ini untuk menciptakan jaminan hukum dan melindungi 

kepentingan sah dari pemilik hak atas kavling tanah dan hak terdaftar lainnya 

sehingga bisa dibuktikan dengan mudah diri sebagai pemiliknya. yang 

berhubungan, serta untuk tertibnya penyelenggaraan administrasi pertanahan. 

Supriadi berpendapat, alat autentikasi yang dibuat oleh PPAT ini adalah 

proof-of-concept terlengkap dan solid yang berperan vital dalam hubungan hukum 

apapun. dalam kehidupan orang-orang dalam bisnis yang berbeda, perbankan, 

tanah, hubungan sosial dan kegiatan lainnya.
8
 

Keperluan akan bukti tertulis berupa alat autentikasi makin berkembang 

seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kepentingan yang sah, baik di 

tingkat nasional maupun daerah. Berkat alat otentikasi, hak dan kewajiban 

didefinisikan dengan jelas, memastikan kepastian hukum, dan perselisihan dapat 

dihindari.
9 

                                                             
7
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

8 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 170  
9 Ibid, hlm.170 
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Dokumen di bawah tangan merupakan tindakan yang disengaja oleh para 

pihak sebagai alat bukti tanpa bantuan penyelenggara negara. Dengan kata lain, 

suatu perbuatan adalah perbuatan yang dianggap oleh para pihak sebagai alat 

bukti, tetapi tidak dilakukan oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat undang-

undang.
10 

Suatu akta yang dipindahtangankan dapat diberlakukan terhadap pihak 

ketiga jika disertai dengan akta bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang 

ditentukan oleh undang-undang, sesuai dengan ketentuan pasal 1874 dan 1880 

KUHPerdata.
11 

Perbandingan jual beli tanah di bawah tangan Desa Pembatang dan daerah 

lain, seperti yang terjadi di Desa Tegaktirto, Kecamatan Berbah, kecamatan 

Sleman yang ahli warisnya melakukan jual beli secara rahasia atau tidak diketahui 

oleh pewaris lain. Hal ini mengakibatkan sebagian kerugian karena tindakan itu.
12

 

Tidak bisa dihindari bahwa sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, 

masih banyak terjadi transaksi penjuaan tanah antara penjual dan pembeli tanpa 

campur tangan (PPAT), terutama di masyarakat pedesaan yang hukumnya tidak 

dikenal. Proses jual beli tanah di pedesaan biasanya dilakukan dengan akta jual 

beli tanah atas nama kepala desa. Sementara itu, masyarakat dalam kegiatan 

transaksi penjualan tanah masih jarang melakukan penjualan berdasarkan kontrak 

PPAT. Sebenarnya kepala desa berperan sebagai saksi, menulis peralihan hak jual 

                                                             
10 Victor M Situmorang dan Cormetyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Sipil Di Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2005, hlm.60 
11 KUHPerdata pasal 1874 dan 1880 
12 Nisa Auliana Br.Tampubolon, Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa 

Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

2018 di akses pada tanggal 14 Oktober 2021 
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beli dalam daftar tanah desa, membuat sertifikat warisan dan mengumpulkan uang 

untuk setiap pembelian tanah. Transaksi.
13 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah muncul tentang tanah. 

Sengketa tanah adalah masalah klasik, masih ada di mana-mana di muka bumi, 

dan kualitas dan kuantitasnya terus meningkat karena luas tanah yang tetap, 

sedangkan besaran orang yang membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat kian bertambah. Salah satu sengketa tanah adalah penjualan dilakukan 

dengan tangan tanpa akta jual beli sebagai akta otentik. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan penjualan tanah yang tak 

memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan adalah pemicu timbulnya persoalan. 

Seperti adanya transaksi penjualan yang dilakukan hanya atas persetujuan lisan 

dari para pihak itu sendiri. Beberapa orang bahkan mempertaruhkan menjual 

tanah mereka yang dijual, rayap desa, menjual dulu dan menjual kemudian. 

Kemudian timbul masalah, keabsahan tanah yang telah diperjualbelikan terus 

berlanjut. Ada yang kemudian terselesaikan dengan perundingan atau 

kekeluargaan, ada yang mengambil jalan ke pengadilan, ada pula yang 

diselesaikan dengan jalan pintas sengketa atau keberatan. Jual beli tanah adalah 

prosedur kuno beralihnya hak atas tanah dan diatur menurut hukum adat, dengan 

asas “ringan” dan “dengan uang”. Sarana dibuat dengan jelas di hadapan pejabat 

                                                             
13

 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang, 

14 Oktober 2021, 10:30 WIB 
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negara yang berwenang. Tunai berarti tanah dibayar tunai. Jika harga tidak dapat 

dibayar, maka prosedur jual beli tanah tidak dapat diselesaikan.
14 

Seperti yang terjadi di Desa Pembatang, Kabupaten Kuantan Singingi. 

Desa Pembatang merupakan desa yang berpenduduk 303 KK pada tahun 2021, 

dimana terdapat 3 KK yang melakukan jual beli tanah di depan kepala desa dan 3 

KK yang jual beli di hadapan PPAT. Desa Pembatang memiliki area seluas 8 

kilometer persegi yang meliputi pemukiman, pertanian, perkebunan dan bangunan 

umum.
15 

Desa Pembatang merupakan desa dengan banyak perkebunan dan 

pertanian yang subur. Jumlah penduduk di desa Pembatang meningkat drastis, 

sehingga permintaan akan tanah meningkat, tetapi kepemilikan tanah di desa 

Pembatang terdiri dari banyak orang yang hanya membeli tanah di tangan mereka, 

tidak melewati penguasa. Dengan jumlah pembeli dan penjual yang begitu 

banyak, bagaimana masyarakat desa Pembatang dapat dilindungi oleh hukum jika 

suatu saat terjadi perselisihan atau masalah tentang keadaan tanah saat ini.
16

 

Dari penjelasan konteks di atas, penulis tertarik untuk meneliti untuk 

mendokumentasikan topik penelitian yang berjudul Kekuatan Hukum Kepemilikan 

Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli di Desa Pembatang Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

                                                             
14 Sahat HMT Sinaga, Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak, Pustaka Sutera, Bandung, 

2007, hlm.18 
15 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang, 

14 Oktober 2021, 10:30 WIB 
16 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang, 

14 Oktober 2021, 10:30 WIB 
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B. Rumusan Masalah  

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

masalah : 

1. Bagaimanakah status jual beli tanah yang dilakukan tanpa adanya akta jual 

beli di Desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Bagaimanakah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli agar jual 

beli tanah mempunyai kekuatan hokum tetap di Desa Pembatang 

Kabupaten Kuantan Singingi? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada tujuan dan manfaat yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, terkait dengan: 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui dan memahami status jual beli tanah yang 

dilakukan tanpa adanya akta jual beli di Desa Pembatang 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan 

oleh pembeli agar jual beli tanah mempunyai kekuatan hokum 

tetap. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Merupakan dokumen untuk penambah wawasan di bidang ilmu 

hukum bagi civitas akademika, mahasiswa dan pendidik pada 
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umumnya, memecahkan masalah yang berkaitan dengan peralihan 

hak milik yang ada. 

b. Dapat dijadikan acuan dari hasil penelitian ini seabagai pemikiran 

dan pertimbangan dalam mempertimbangkan hukum dan praktek 

penegakan hukum dan peraturan lainnya dalam rangka penerapan 

hukum perdata, khususnya dalam konteks hukum perdata 

khususnya untuk jual beli tanah. 

c. Bermanfaat bagi diri penulis, karena ilmu yang didapat dan hasil 

penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan 

pembaca, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat yang 

belum memiliki akta jual beli tanah. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Perlindungan Hukum 

a) Pengertian Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum melindungi subjek yang sah melalui undang-undang 

yang berlaku dan menjatuhkan hukuman atas penerapannya. Perlindungan 

hukum diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi atau 

mengatasi pelanggaran tersebut dengan memberikan sanksi.
17 

 Menurut Setiano, Rule of law adalah suatu tindakan atau usaha untuk 

menciptakan ketertiban dan ketentraman supaya tiap orang bisa menikmati 

                                                             
17

 Mucshin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas 

Maret, Surakarta, 2003, hlm.14 
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martabat dirinya sebagai manusia dan melindungi masyarakat dari tindakan oleh 

pemimpin yang sewenang-wenang dan tak menghormati supremasi hukum.
18 

 Di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. Berarti, semua bidang dalam penyelenggaraan Negara harus 

berdasarkan pada prinsip hukum yang adil dan benar, bukan hanya pada 

kepentingan ekonomi saja.
19 

 Dalam hal ini, semua warga Negara berhak atas perlindungan hukum 

secara menyeluruh dan memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum. Selain 

itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Berarti pengakuan hukum, kepastian 

dan perlindungan hukum harus didasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan 

hukum bagi seluruh warga negara.
20 

2. Hak Atas Tanah 

a) Pengertian Hak Atas Tanah 

 Berdasarkan ketetapan undang-undang, pemilik hak milik atas benda itu 

diperbolehkan mengambil untung dari hasil harta bendanya. Benda dapat dijual, 

digadaikan, atau diberikan dengan cara lain selagi tidak melanggar ketentuan yang 

ada. Wewenang atau kuasa yang diberikan oleh undang-undang disebut “hukum” 

atau “kewenangan”. Di bahasa Latin wewenang disebut "ius" atau di bahasa 

Belanda "recht" atau "droit" di bahasa Prancis. Agar membedakan antara hak dan 

undang-undang dalam bahasa Belanda digunakan istilah “peraturan subyektif” 
                                                             
18

 Setiono, Supremasi Hukum, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta,, 2004,  hlm.3 
19 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
20 Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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untuk hak dan “ketentuan obyektif” untuk undang-undang atau peraturan yang 

menimbulkan hak bagi seseorang.
21 

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, dimana secara ringkas UUPA 

menyatakan negara dalam penguasaannya seperti termuat di pasal 2 disebutkan 

dari permukaan tanah terdapat banyak hak, yang dapat dihibahkan dan dimiliki 

oleh perseorangan atau bersama-sama dengan orang lain dan penguasa yang sah. 

Sehubungan dengan itu, yang termasuk hak atas bumi adalah bumi, dalam arti 

bagian tertentu dari permukaan bumi.
22 

Kewenangan berdasarkan undang-undang diperluas untuk mencakup 

penggunaan bagian-bagian tubuh bumi di bawah permukaan bumi, air dan ruang 

angkasa di atasnya.
23 

Luas tanah dan air serta ruang angkasa yang bersangkutan bukan milik 

orang yang berhak atas tanah itu, karena orang itu hanya boleh memanfaatkannya 

itupun ada pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 4 

ayat (2). Dalam hal ini, pendapat Eddy Ruchiyat tentang hak atas tanah yakni  :  

Tanah adalah permukaan bumi, sehingga hak atas tanah hanyalah hak 

untuk menggunakan tanah, tidak termasuk benda-benda lain yang ada di dalam 

tanah seperti minyak dan bahan galian lainnya. Mengenai masalah ini, orang yang 

mempunyai hubungan dengan tanah tentu saja manusia yaitu individu, keluarga, 

dan masyarakat semuanya memiliki kedudukan yang seimbang, tetapi sifat 

                                                             
21

 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta,  1989,  hlm.120   
22 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
23 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Atas Tanah, Arkola, Surabaya, 2002,  hlm.54   



11 
 

penggunaan tanah juga diarahkan pada keuntungan atau kepuasan pribadi; 

sedangkan semua harta disebut kekayaan nasional.
24 

Ketika hak atas tanah diberikan, hubungan hukum dibuat antara orang atau 

badan hukum akan terjadi. Adanya hubungan hukum tersebut dimungkinkan 

dengan adanya perbuatan hukum dari pemegang hak kepada pihak lain, seperti 

penjualan, barter, dan lain-lain. Seperti termut dii pasal 9 UUPA. Oleh UUPA, 

orang perseorangan dan badan hukum berkwajiban untuk bekerja atau bekerja 

keras untuk dirinya sendiri dan juga kewajiban pemeliharaan, termasuk 

meningkatkan kesuburan dan mencegah kerusakan bumi.
25 

Kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh orang perseorangan atau badan 

hukum tak diperbolehkan digunakan dengan sewenang-wenang untuk kepentingan 

pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum atau menghasilkan tanah dengan 

tidak mendatangkan keuntungan, keduanya dapat merugikan masyarakat. 

Kekhasan hak atas tanah merupakan bahwa seseorang punya hak untuk 

menggunakan atau memanfaatkan tanah yang menjadi haknya. Diatur di Pasal 16 

jo 53 UUPA diantaranya : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai, hak sewa, hak guna tanah. hak, hak pemanfaatan hasil hutan dan hak 

lainnya.
26 

3. Jual Beli Hak Atas Tanah 

a) Pengertian Jual Beli Hak Atas Tanah 

                                                             
24 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Alumni, Bandung, 2004, 

hlm.18     
25 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
26 Pasal 16 jo 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
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Jual beli ialah dimana dua belah pihak setuju untuk dilakukan penyerahan 

barang dan pembayaran harga atas barang yang dipersetujukan itu.
27 

Dilihat di Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli ialah kesepakatan timbal balik 

antara dua belah pihak, penjual setuju melakukan pengalihan kepemilikan atas 

suatu barang dan pembeli setuju melakukan pembayaran atas harga dari barang 

yang dipersetujukan.
28 

Menurut B. Terhaar Bzn jual beli ialah tindakan hukum berbentuk 

penyerahan akhir tanah dari penjual ke pembeli, dimana pada saat itu pembeli 

harus membayar harganya untuk penjual.
28 

 Dilihat dari hukum adat, tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi atas 

perbuatan pembelian dan penjualan yang di lakukan di hadapan kepala desa. 

Dengan demikian, dalam hal saksi dan sbujek hukum dibebankan kepada kepala 

desa. Dan mengenai proses pembelian dan penjualan tersebut memastikan tak 

adanya perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Dengan begitu, proses 

jual beli oleh kepala desa tersebut dinyatakan “jelas” bagi masyarakat untuk 

mengakui jual beli tersebut sah.
29 

Setelah diundangkannya UUPA jual beli atas tanah mengacu pada 

peralihan hak secara permanen yang mempunyai akibat hukum berupa uang. dan 

diatur dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan pokok undang-undang tentang 

pertanahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengatur bahwa akta 

                                                             
27

 Abdulkadir Muhamad. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014, hlm.317     
28 Pasal 1457 KUHPerdata 
29 Pasal 24 Pearturan Pmerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
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yang dibuat di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti atas penjualan hak atas 

tanah, sebagaimana termuat di Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 2 tahun 1997.
30 

Di penafsiran pasal 24 ayat (1) huruf F PP Nomor 24 Tahun 1997 

mengatur bahwa bukti pembelian dan penjualan hak atas tanah sebelum 

dikeluarkannya peraturan pendaftaran oleh pemerintah dibolehkan hanya dengan 

pembuktian dari kepala desa atau kepala adat tanpa adanya sertifikat dari PPAT .
31 

Bergantung pada kuatnya pembuktian yang timbul ketika seorang 

autentikator ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, beban pembuktiannya 

akan dibebankan kepada mereka yang meragukan keasliannya. Terkait akta di 

bawah tangan, tentu akta itu banyak hubungannya dengan tanda tangan. Ketika 

tanda tangan dikenali, validator memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
32 

Dengan adanya pejabat yang membuat akta Perbuatan jual beli tanah, oleh 

kantor pertanahan harus dilakukan pemberitahuan dalam proses kegiatan jual beli 

yang terjadi dengan pendaftaran langsung ke kantor pertanahan setempat agar 

pengalihan yang terjadi setelah diadakannya proses jual beli oleh pihak ketiga tak 

diketahui.
33 

Setelah UUPA diundangkan, arti jual beli tanah tidak lagi menurut 

pengertian pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata. Melainkan, peralihan hak terjadi 

ketika penjual mengalihkan tanah lalu kemudian harga atas tanah yang sudah 

                                                             
30 Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
31

 Pasal 24 Ayat 1 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
32 Bangun Sugito, Hukum Pertanahan, Bina Insan Media, Jakarta, 2009, hlm 110   
33 Ibid, hlm.108  
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dialihkan itu dibayarkan oleh si pembeli, maka tindakan pemindahan itu tunai dan 

nyata.
34 

Tunai berarti bahwa dalam pelaksanaan tindakan hukum, bisa dialihkan 

kepada pihak lain secara tetap atas hak terkait atas tanah, bersama-sama dengan 

pembayaran seluruh atau sebagian dari harga tanah. Terang adalah perbuatan 

pemindahan hak yang sah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Hak atas 

Tanah (PPAT), bukan diadakan dengan tersembunyi dan nyata, yaitu perbuatan 

PPAT yang oleh kedua belah pihak telah dilakukan penandatanganan.
35 

b). Syarat Sah Jual Beli 

Termuat di PP No. 2 Tahun 1997 diatur syarat sah jaul beli, yaitu :
36 

a) Tanah tersebut berhak dijual oleh penjual 

b) Tanah tersebut berhak dibeli oleh pembeli. 

c) Tanah mempunyai hak untuk diperjualbelikan menurut hukum.
 

d) Hak atas tanah tersebut tidak disengketakan.
 

4. Akta Jual Beli 

a) Pengertian Akta Jual Beli  

Istilah tindakan dalam bahasa Belanda disebut “action” dan dalam bahasa 

Inggris disebut “action”. Menurut SJfockema andreane dalam bukunya 

“rechtgelewerd handwoorddenboek”, kata perbuatan berasal dari bahasa latin 

“acta” yang berarti “geschrift” atau huruf, sedangkan menurut R. Subekti Tjitro 

Sudibyo dalam kamus hukumnya perbuatan ini merupakan bentuk jamak dari “ 

                                                             
34 Sumaryono, Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.31    
35 Ibid, hlm.31 
36 Kurnia Ghazali, Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah,  Kata Pena, Jakrta, 2013, hlm 59    
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actum" yang berasal dari kata Latin untuk tindakan. A. pitlo mendefinisikan akta 

yaitu suatu bukti dalam bentuk surat yang telah bertandatangan dimaksudkan 

dipergunakan demi kepentingan pembuat surat itu.
37 

Pada hakekatnya kekuatan untuk menunjukkan perilaku selalu terbagi 

menjadi 3 macam, yaitu : 

a. Kekuatan Pembuktian Lahir 

Kekuatan pembuktian lahir berarti bahwa didasarkan pada syarat lahirnya 

akta, artinya segala surat yang tampak semacam akta harus di pandang 

seperti akta, hingga pembuktian sebaliknya. 

b. Kekuatan Pembuktian Formil 

Kekuatan pembuktian formal berarti pernyataan yang disebutkan dalam 

tindakan tersebut itu benar sesuai dengan yang ditafsirkan oleh pihak 

terlibat. Berarti pihak terkait menafsirkan dan melaksanakan apa yang 

dinyatakan dalam akta dan itu benar.  

c. Kekuatan Pembuktian Materiil 

Kekuatan pembuktian materiil berarti tindakan yang terjadi antara dua 

belah pihak itu benar terjadi. 

Dalam tinjauan pustaka ini menyajikan penelitian terdahulu, yang mana 

penelitian terdahulu oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan perbandingan pada 

focus penelitian yang akan diteliti dan penulis tidak mengutip orang lain dari 

berbagai segi. Penelitian terdahulu digunakan untuk inspirasi bagi penulis dalam 

                                                             
37 Saifudin, Akta : Apa dan Bagaimana ?, Bintang Persindo, Jakarta, 2007, hlm.2    
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menggali berbagai masalah dari penelitian yang mengkaji atau mengangkat topic 

tentang Jual Beli Dibawah Tangan. 

Penelitian berupa skripsi oleh Nisa Aulia Br Tampubolon dengan judul 

“Praktik Jual Beli Dibawah Tangan (Studi Kasus di Desa Tegal Tirto, Kecamatan 

Berbah, Kabupaten Sleman)” membahas tentang praktek Jual beli tersebut 

dilakukan oleh ahli waris dan ahli waris lainnya secara diam-diam atau tidak 

sengaja sehingga beberapa pihak mengalami kerugian akibat perbuatan berpindah 

tangan. 

Jurnal oleh Asta Tri Setiawan, Sri Kistiyah, Rofiq Laksamana dengan 

judul “Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Tanah di 

Kawasan Transmigrasi” membahas tentang jual beli tanah dibawah tangan yang 

menjadi tanah kawasan transmigrasi. 

Mengacu dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas, penulis belum 

menemukan skripsi yang membahas mengenai judul yang akan diteliti. 

E. Konsep Operasional  

Dalam menghindari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, penulis 

memberikan batasan judul penelitian ini, berdasarkan apa yang termasuk dalam 

penelitian ini. Di penelitian ini agar mempermudah pembahasan, disajikan 

beberapa definisi operasional mengenai istilah-istilah yang relevan dengan 

masalah ini. 
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1. Kekuatan hukum adalah ketika apaila suatu putusan itu sah atau 

dianggap sah, maka putusan tersebut mempunyai akiat hukum, artinya 

putusan tersbeut dapat mempengaruhi hubungan hukum.
38

 

2. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa untuk 

tujuan mengatur tatanan sosial yang bersifat memerintah dan bersifat 

memaksa dengan menetapkan sanksi terhadap pelanggarnya.
39

 

3. Kepemilikan adalah kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk 

melakukan kontrol atas sesuatu untuk keuntungan pribadi yang sudah 

dimilikinya secara penuh.
40

  

4. Hak atas tanah adalah hak yang dipunyai oleh orang pribadi atau orang 

lain dan badan hukum atas permukaan tanah .
41

 

5. Akta adalah sebuah surat yang ditandatangani yang dipergunakan oleh 

seseorang sebagai bukti dan keperluan surat itu dibuat.
42

 

6. Jual beli adalah perjanjian dimana terdapat kesepakatan kedua pihak, 

untuk menyerahkan dan membayar harga atas barang yang menjadi 

kesepakatan itu
43

 

7. Desa Pembatang adalah salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan 

Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, luasnya 8km2 dan terdiri dari 3 

dusun. Dengan jumlah penduduk 1097 dengan jumlah 567 perempuan 

dan 533 laki-laki pada tahun 2021. Pusat pemerintahan desa ini berada 

                                                             
38 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm.163     
39 http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum. html, diakses tanggal 14 

Oktober 2021    
40 https://id.mwikipedia.org/wiki/Kepemilikan diakses pada tanggal 14 November 2021 
41

 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
42 Saifudin, Akta : Apa dan Bagaimana ?, Bintang Persindo, Jakarta, 2007, hlm.2 
43 Abdulkadir Muhamad. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hlm.317    

https://id.mwikipedia.org/wiki/Kepemilikan
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di dusun 1 Pembatang. Jarak dari desa ini ke ibu kota Kecamatan 

Pangean sekitar 7km.
44

 

 

F. Metode Penelitian 

Pada dasaranya metode penelitian ialah metode yang digunakan untuk 

mendapatkan pengetahuan yang benar secara sistematis selama periode tertentu. 

Untuk mendapatkan data yang jelas dan pasti dalam penelitian ini, oleh penulis 

digunakan metode penelitian berupa: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Untuk melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis 

ialah penelitian hukum sosiologis (eksperimental) atau observasi (penelitian 

observasional) yang bersifat deskriptif analisis dengan metode survei. Penelitian 

hukum sosiologis atau eksperimental adalah data dari penelitian langsung 

didapatkan dari studi data primer atau komunitas.
45

 

Sedangkan menurut sifatnya adalah deskriptif analisis, yaitu gaya 

penulisan yang mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan 

kondisi nyata yang ada. Oleh sebab itu, metode ini bisa dipergunakan untuk 

pendeskripsian dan pendeskripsian yang mendalam untuk memperoleh informasi 

yang lengkap.  

Untuk menghimpun data dan menelusuri informasi baik secara langsung di 

lapangan maupun dengan mendatangi daerah penelitian khususnya ke desa 

Pembatang untuk mendapatkan data langsung dari masyarakat penelitian. 

                                                             
44

 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang, 

14 Oktober 2021, 10:30 WIB 
45 Saifudin, Akta : Apa dan Bagaimana ?, Bintang Persindo, Jakarta, 2007, hlm.2   
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian berlangsung. Untuk menjawab 

masalah dalam penelitian ini dipilih lokasi yaitu di Desa Pembatang, di Kabupaten 

Kuantan Singingi. Adapun dasar peneliti dalam meninjau lokasi di Desa 

Pembatang dikarenakan masih banyak terjadi kegiatan penjualan tanah yang tidak 

dilakukan dihadapan PPAT selaras dengan ketentuan yang ada.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi ialah kumpulan atau kumpulan dari objek-objek yang memiliki 

karakteristik yang sama.
46 

Yang dijadikan populasi di penelitian ini meliputi segala warga desa 

Pembatang yang melakukan jual beli di bawah tangan sendiri sebanyak 20 KK, 

dengan metode pengambilan sampel sebanyak 6 orang, seluruh sampel dijadikan 

sebagai responden.
 

Sampel adalah subset atau bagian dari populasi.
47 

Di penelitian ini yang 

dijadikan sampel yakni Kepala Desa Pembatang dan warga Desa Pembatang. 

Untuk rincian populasi dan sampel, lihat tabel berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, 

hlm.118 
47 Ibid, hlm.118 
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Tabel 1.I 

Populasi dan Sampel 

No. Responden Populasi Sampel  Persentase  Keterangan  

1. Kepala 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

1 1 100% Sensus  

3. Kepala 

Desa 

Pembatang 

1 1 100% Sensus  

4. Warga 

Desa 

Pembatang  

20 6 30% Sensus  

Sumber : Data penelitian 2021, di Desa Pembatang 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang termuat di penelitian ini penulis ambil dari beberapa sumber :  

a. Data primer  

Secara spesifik, data didapatkan dari hasil kerja lapangan langsung. 

Yakni berbentuk wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pembatang 

dan warga Desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Data sekunder 

Terkait hal ini bahan sekunder digunakan seperti : 

a) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). 

b) Hukum yang terkait dengan penelitian ini. 

c) Referensi Buku Penunjang penelitian ini. 
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5. Alat Pengumpul Data 

Wawancara merupakan alat pengumpulan data dalam penelitian ini. 

Wawancara ialah kumpulan data yang dilakukan oleh seorang penulis yang 

menyelenggarakan sesi tanya jawab untuk mengetahui siapa respondennya..
48

 

Mengenai itu, yang diwawancarai penulis ialah kepala desa Pembatang dan 

penduduk desa Pembatang. 

6. Analisis Data 

Terkait analisis data di penelitian ini ialah analisis normative dan 

kualitatif. Penelitian hukum normative karena berasal dari ketentuan yang ada 

seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan kualitatif disebakan segala data 

dikumpulkan dan disajikan dengan terstruktut, lalu ditelaah dengan peraturan 

perundang-undangan atau istilah yang peneliti gunakan seaku bentuk deskriptif 

data bantu untuk analisis, tanpa menggunakan perhitungan atau rumus statistic.  

7. Metode Penarikan Kesimpulan 

Mengenai penarikan kesimpulan metode yang dipakai ialah metode 

induktif, yaitu penggabungan dari yang umum ke khusus. Penulis akan mengkaji 

fenomena-fenomena yang bersifat umum, kemudian memakai teori-teori para ahli 

dan hukum-hukum selaku landasan hukum dari fenomena-fenomena yang bersifat 

umum tersebut untuk melakukan penelitian, penelitian khusus.

                                                             
48

 Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR PRESS 2017, 

hlm.18 



 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Tinjauan Umum Jual Beli Tanah 

1. Pengertian Jual Beli 

. Berdasarkan KUHPerdata pasal 1457, jual beli yang dianut didalam 

hukum perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru 

meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak atau dengan 

perkataan lain jual beli yang dianut hukum perdata belum memisahkan hak milik 

adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau levering.
49

 

Dalam pasal 1458 KUHPerdata  hal jual beli benda tidak bergerak jual beli 

telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum 

dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain 

berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi, dari 

uraian tersebut jual beli menurut hukum perdata terdiri dari 2 bagian yaitu 

perjanjian jual belinya dan penyerahan haknya keduanya terpisah satu sama lain 

sehingga walaupun hal yang pertama sudah selesai biasanya dengan akta notaris, 

tapi hal yang kedua belum dilakukan maka status tanah tersebut masih tetap hak 

milik penjual.
50

 

Jual beli tanah dalam hukum adat dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 

mempunyai pengertian yang sama. Berdasarkan UUPA pasal 5 maka pengertian

                                                             
49 Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta 2004,Hlm 86 
50 Pasal 1458 KUHPerdata 
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jual beli tanah hak miliki menurut UUPA tidak lain adalah pengertian jual beli 

menurut hukum adat.
51 

Menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu pemindahan hak atas 

tanah yang bersifat terang dan tunai, terang berarti perbuatan pemindahan hak 

tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat 

yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut dan 

diketahui oleh umum. Tunai maksudnya bahwa perbuatan pemindahan hak dan 

pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai 

mungkin harga dibayar secara kontan atau dibayar sebagian. Dalam hal pembeli 

tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya 

jual beli tanah akan tetapi atas dasar hukum utang piutang.
52 

2. Syarat-syarat jual beli tanah 

Syarat dalam perbuatan hukum terhadap pengalihan hak atas tanah terdiri 

dari 2 macam, yaitu :
53 

a. Syarat materil 

Syarat materil sangat menentukan akan sahnya jual beli tersebut. 

b. Syarat formil 

Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, maka dilakukan jual 

beli dihadapan PPAT. 

                                                             
51

 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,Edisi 1, Cetakan keempat, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 149  

52 Ibid  Hlm 72  
53

 Ibid 
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3. Syarat Sah Jual Beli Tanah Menurut KUHPerdata Pasal 1320 

 Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah di mana 

pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:
54

 

a) Sepakat yang mengikatkan diri 

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal 

yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti bahwa, apa 

yang dikehendaki pihak yang satu dikendaki juga dengan pihak lainnya. 

b) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. 

Cakap artinya bahwa orang-orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap 

menurut hukum. Seorang yang telah dewasa atau akil baliqh, sehat jasmani serta 

rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. 

Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 

1330Perdata yaitu: 

a. Orang yang belum dewasa 

b. Orang yang sudah dewasa tetapi berada di bawah pengampuan 

c) Suatu hal tertentu 

Suatu perjanjian harus secara jelas mengenai suatu hal atau obyek tertentu, 

artinya dalam membuat perjanjian obyek dari perjanjian harus disebutkan secara 

jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.  

d) Suatu sebab yang halal 

                                                             
54 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Suatu perjanjian dianggap sah apabila tidak bertenangan dengan Undang-undang, 

Kesusilaan dan ketertiban umum.
55

 

4. Syarat Sahnya Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat 

Menurut Hukum Adat, jual beli tanah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah 

yang bersifat terang dan tunai.
56

 

Dalam Hukum Adat, jual beli tanah dimasukkan dalam hukum benda, khususnya 

hukum benda tetap atau hukum tanah, tidak dalam hukum perikatan khususnya 

hukum perjanjian, hal ini karena: 

a.  Jual beli tanah menurut hukum adat bukan merupakan suatu perjanjian 

sehingga tidak mewajibkan para pihak untuk melaksanakan jual beli 

tersebut. 

b.  Jual beli tanah menurut hukum adat tidak menimbulkan hak dan 

kewajiban, yang ada hanya pemindahan hak dan kewajiban atas tanah. 

Jadi, apabila pembeli baru membayar harga tanah sebagian dan tidak 

membayar sisanya maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar 

terjadinya jual beli tanah tersebut. 

Transaksi jual tanah dalam sistem hukum tanah mempunyai 3 muatan, yakni: 

a. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa 

dengan hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar 

sejumlah uang yang pernah di bayarnya.  

                                                             
55 Sumaryono, Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), Tesis, 2009, h. 39 
56

 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Edisi I (Cet.VI, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), h.71-72 
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b. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk 

membeli kembali, jadi penjual lepas untuk selama-lamanya.  

c. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran dengan perjanjian 

bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukumtertentu 

tanah akan kembali. 

5. Syarat Sah Jual Beli Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 

 Pendaftaran hak atas tanah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk 

memberikan kepastian hukum terutama bagi pemegang hak atas tanah di seluruh 

wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang- 

Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya pasal 19 UUPA. Hal ini kemudian 

ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

 Jual beli tanah dan rumah berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) PP 

Nomor 24 Tahun 1997, pada dasarnya harus dilakukan di hadapan pejabat 

pembuat akta tanah. Hal ini dimaksudkan agar nantinya akta dari jual beli tersebut 

dapat digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran perubahan hak.
57

 

 Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Angka 1 PP No.24 Tahun 1997 adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 

dan penyajian serta pemeliharaan data fisik, dalam bentuk peta dan daftar 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

                                                             
57 Dyara Radhite Oryza Fea, Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya, 

(Cet.1, Yogyakarta : Buku Pintar, 2016), h.203 
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pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya. 

Tujuan pendaftaran Tanah (Pasal 33 PP No.24 Tahun 1997): 

a. Untuk memberikan kepastian hokum dan perlindungan hokum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

b.  Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang di 

perlukan dalam mengadakan perbuatan hokum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah sususn yang sudah terdaftar untuk 

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
58

 

 

B. Tinjauan Umum Tanah  

1. Pengertian Tanah  

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Hak aats tanah 

adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi 

dua dengan ukuran panjang dan lebar.
59  

Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai 

pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, 

                                                             
58

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
59 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi 

Hukum, Raja Grafindo, Jakarta 2002, hlm 17. 
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memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui 

hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang 

dipunyai. Karena kebutuhan manusia atas tanah makin meningkat. Hal ini 

disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara di sisi lain luas 

tanah tidak bertambah.
60

 

Ayat (2) jo pasal 4 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tanah adalah 

permukaan bumi dan ruang, maksudnya tanah sama dengan permukaan bumi 

adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Diartikan sama dengan ruang pada saat 

menggunkannya karena termasuk juga tubuh bumi dan aiar dibawahnya dan ruang 

angkasa diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undang-

undang ini dan peraturan lain yang lebih tinggi.
61

 

a. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah 

2. Pengertian Hak Atas Tanah Menurut UUPA 

Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh Negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Undang-Uundang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (pasal 1 ayat 2) memberi wewenang kepada Negara 

untuk :
62

 

a. Mengatur dan menyelenggarakan permukaan, penggunaan, 

persediaan dan memelihara bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 
                                                             
60

 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960  
61 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960  Ayat 2 jo Pasal 4 ayat 1  
62 Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, 

air dan ruang angkasa. 

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 4 ayat 

1 atas dasar menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam ha katas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
63

 

Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, 

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu dalam batas-batas undang-undang dan peraturan hukum lain 

yang lebih tinggi. 

3. Jenis-jenis Hak Atas Tanah :
64

 

a. Hak Milik 

a. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang aats tanah. 

b. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

c. Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 

d. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (bank Negara, 

perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan social). 

                                                             
63 Pasal 4  ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 
64 Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 
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e. Terjadinya hak milik karena hukum adat dan penetapan pemerintah 

serta karena ketentuan undang-undang. 

f. Hak milik setiap peralihan hapusnya dan pembebanannya dengan hak 

lain harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat pendaftaran 

dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. 

b. Hak Guna Bangunan  

a. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri yang 

dapat berupa tanah Negara, tanah pengelolaan, tanah hak milik orang 

lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 

paling lama 20 tahun. Setelah berlaku jangka waktu dan perpanjangan 

dapat diberikan pembaharuan baru hak guna bangunan diatas tanah 

yang sama. 

b. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

c. Hak guna bangunan dapat dipunyai warga Negara Indonesia, dan 

badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

d. Hak guna bangunan terjadi karena penetapan pemerintah. 

e. Hak guna bangunan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya 

dengan hak lain, harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat 

pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian kuat. 

f. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 

hak tanggungan. 
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c. Hak Guna Usaha  

a. Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan 

jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjangan untuk jangka waktu 

paling lama 25 tahun. Sesuadah jangka waktu dan perpanjangannya 

berakhir ke pemegang hak dapat diberikan pembebanan hak guna 

usaha di atas tanah yang sama. 

b. Diberikan paling sedikit luasnya 5 hektar, jika lebih 25 hektar harus 

dikelola dengan investasi modal yang layak dengan teknik perusahaan 

yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. 

c. Hak guna usaha dapat beralih dan dialaihkan kepada pihak lain. 

d. Hak guna usaha dapat dipunyai warga Negara Indonesia dan badan 

hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

e. Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah 

Negara. 

f. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. 

g. Hak guna usaha setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya 

dengan hak lain, harus didaftarkan di kantor pertanahan stempat 

pendaftarn dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. 

h. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 

tanggungan. 

d. Hak Pakai  
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a. Adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah 

yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 

dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pengelohan tanah, segala sesuatu asal 

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-

undang. 

b. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah : 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 

c. Badan hukum asing ayng mempunyai perwakilan di Indonesia. 

d. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 

maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain kepada 

pihak lain dengan izin pejabat yang berweang. 

e. Hak pakai atas tanah miliknya dapat dialihkan kepada pihak lain, 

jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. 

e. Hak Sewa 

a. Seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila 

ia mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan 

dengan membayar kepada pemilknya sejumlah uang sebagai sewa. 

b. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan : 

a. Satu kali atau pada tiap waktu tertentu. 
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b. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 

c. Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh 

disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. 

c. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa : 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 

c. Badan hukum yang didirkan menurut hukum ondonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

f. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hasil Hutan 

a. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai 

oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. 

b. Dengan mempergunakan hak memeungut hasil hutan secara sah tidak 

dengan sendirinya hak milik atas tanah itu. 

4. Peralihan Hak Atas Tanah 

a. Jual beli. 

b. Tukar menukar. 

c. Penyertaan modal. 

d. Hibah. 

e. Pewarisan. 

5. Hapusnya Hak Atas Tanah  

a. Jangka waktu yang sudah berakhir. 
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b. Dibatalkan sebelum janhka waktu berakhir karena syarat sesuatu yang 

tidak terpenuhi. 

c. Dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

wakttu berakhir. 

d. Ditelantarkan. 

e. Tanahnya musnah. 

f. Beralih ke warganegara asing (khusunya hak milik) atau badan hukum 

asing (khusus HGU dan HGB). 

C. Tinjauan Umum Akta 

1. Pengertian Akta 

Istilah akta dalam bahasa belanda disebut “acte/akta” dan dalam bahasa 

inggris “act/deed” pada umumnya mempunyai 2 arti yaitu perbuatan (handeling) 

atau perbuatan hukum (rechtshandeling). Itulah pengertian yang luas dan suatu 

tulisan yang dibuat untuk dipakai atau dipergunakan sebagai bukti perbuatan 

hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.
65

 

Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosoedijo mengatakan bahwa kata 

“acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin 

dan berarti perbuatan-perbuatan.
66

 

A Pittlo mengatakan akta adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat 

untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk 

kepentingan siapa surat itu dibuat.
67 

                                                             
65 Victor M Situmorang, Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di 

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta2004, hlm 50. 
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Sudikno Mertokusumo mengatakan akta adalah surat yang diberi 

tandatangan yang memuat perinstiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada 

suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 

pembuktian.
68

 

2. Pengertian Akta Otentik  

Definisi mengenai akta otentik dengan jelas dapat dilihat di dalam pasal 

1868 KUHPerdata yang berbunyi “suatu akta otentik ialah suatu akta yang 

didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”.
69

 

Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata tersebut diatas dapat dilihat bentuk 

dari akta ditentukan oleh undang-undang dan harus dbuat oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang berwenang yang dimaksud 

disini antara lain ialah notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah hal itu didasarkan 

pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan pasal 2 ayat 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang jabatan notaris yang 

menyatakan bahwa notaris atau PPAT adalah pejabat umum yang berwenang 

membuat akta otentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam undang-

undang ini. Syarat akta otentik adalah :
70

 

a. Otensitas dari akta notaris didasarkan pada pasal 1 angka 1 undang-undang 

Nomor 1 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dimana disebut notaris 
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Hlm106. 
69

 Pasal 1868 KUHPerdata 
70

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 2 ayat 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 



36 

adalah pejabat umum dan apabila suatu akta hendak memperoleh stempel 

otensitas seperti yang di syaratkan oleh pasal 1868 KUHPerdata maka akta 

yang bersangkutan harus memenuhi persyartan-persyaratan. 

b. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. 

c. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 

d. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dbuat, harus mempunyai 

wewenang untuk membuat akta itu. 

Jadi suatu akta dapat dikatakan otentik bukan hanya karena penetapan undang-

undang tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dengan 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata. 

3. Pengertian Akta Dibawah Tangan 

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak 

untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat umum. Dengan kata lain 

akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat 

bukti tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.
71 

Suatu akta yang dibuat dibawah tangan baru mempunyai kekuatan 

terhadap pihak ketiga antara lain apabila dibubuhi suatu pernyataan yang 

bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh 

undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1874 dan pasal 1880 

KUHPerdata. Pernyataan tertanggal itu lazim disebut legalisasi dan 

waarmerking.
72
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D. Tinjauan Umum Desa Pembatang 

1. Sejarah Desa Pembatang 

Desa Pembatang merupakan salah satu desa yang berada di Pangean, 

Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai luas wilayah 12,60km
2
 dan terdiri 

dari 3 dusun. Pada era otonomi daerah, pangean merupakan sebuah kecamatan 

hasil pemekaran dari dari Kemacatan Kuantan Hilir, seiring dengan 

perkembangannya, pangean  menjadi kecamatan karena dianggap layak untuk 

menjadi sebuah kecamatan yang definitive dan berhak menyelenggarakan 

pemerintahannya sendiri.
73

 

Satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari Desa Pembatang yaitu budayanya 

yang masih kental. Desa Pembatang memeiliki beberapa adat budaya seperti silat 

Pangean, ziarah kuburan, doa padang, doa kandang, turun mandi, rarak 

calempong, oguang godang. Salah satu adat budaya yang paling menonjol adalah 

tradisi silat pangean. Desa Pembatang terdiri dari beberapa suku yaitu suku 

Melayu, suku Camin, suku Mandailinag, suku Paliang, dan suku Pintu Gabang.
74

 

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup 

banyak dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri. 

Masyrakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan 

masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Lingkungan dan alampun ikut 

berperan dalam menentukan karakteritik mata pencaharian masyarakat setempat 

khususnya Desa Pembatang yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk 
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pertanian dan perkebunan. Maka pencaharian masyarakat Desa Pembatang lebih 

banyak bertani, berkebun dan berternak.
75

 

Sebagian besar wilayah Desa Pembatang merupakan dataran rendah. 

Kondisi Topografi tanah pemukiman warga Desa Pembatang dominan berdiri di 

tanahyang rata namun di beberapa wilayah ada juga tanah yang tidak rata. Jenis 

tanah di Desa Pembatang merupakan jenis tanah gembur berwarna coklat dan 

sangat sesuai untuk lahan pertanian. Keadaan tanah yang seperti ini biasanya 

digunakan oleh masyrakat untuk membuka lahan perkebunan dan pertanian.
76

 

Suhu udara di Desa Pembatang sama dengan suhu di wilayah desa lain di 

kecamatan Pangean yang beriklim tropis dengan suhu udara sekitar 20 sampai 

dengan 35 derajat celcius. Sedangkan musim yang ada di desa Pembatang adalah 

musim hujan dan  kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan September sampai 

bulan Maret dan musim kemarau terjadi di bulan April sampai dengan bulan 

Agustus. Menurut warga desa, musim hujan dapat dibagi menjadi 2 yaitu musim 

hujan pertama dan musim hujan kedua. Musim hujan pertama terjadi sekitar awal 

bulan Agustus sampai Januari saat kondisi tanah menjadi lembab. Stuktur tanah 

lebih gembur dan warnanyalebih hitam. Pada musim hujan pertama inilah para 

petani memilih untu k menanam sayur-sayuran.
77

 

2. Batas wilayah desa  

Desa Pembatang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
78
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Tabel II. I 

Batas Wilayah Desa Pembatang 

No Batas Desa Kecamatan 

1 Utara Tanah Bekali Pangean 

2 Selatan Pulau Kalimanting Benai 

3 Barat Banjar Lopak Benai 

4 Timur Padang Kunik Pangean 

Sumber Data: RPJM Desa Pembatang 2021 

Berdasarkan tabel diatas, batas wilayah Desa Pembatang sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Pulau Kalimanting Kecamatan Benai, sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai, dan sebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean. 

3. Luas Wilayah Desa 

Desa Pembatang adalah desa yang terletak di Kecamatan Pangean terdiri 

dari 3 (tiga) Dusun dan memiliki 6 (enam) RT, luas wilayah Desa Pembatang 

yaitu : 

Tabel II.II 

Luas Wilayah Desa Pembatang 

No Wilayah Luas 

1 Permukiman 2360 Ha 

2 Pertaniah Sawah 300 Ha 

3 Perkebunan 350 Ha 

4 Perkantoran 0,15 Ha 

5 Sekolah 1,5 Ha 

6 Jalan 65 Ha 
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7 Lapangan Sepakbola 1,5 Ha 

Sumber Data: RPJM Desa Pembatang 2021 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat luas wilayah Desa Pembatang yaitu 

Permukiman seluas 2360 Ha, Pertanian Sawah seluas 300 Ha, Perkebunan seluas 

350 Ha, Perkantoran seluas 0,15 Ha, Sekolah seluas 1,5 Ha, Jalan seluas 65 Ha, 

dan Lapngan Sepakbola seluas 1,5 Ha. 

4. Jumlah Penduduk 

Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Pembatang Kecamatan Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut : 

Tabel II.III 

Jumlah Penduduk Desa Pembatang 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 533 

2 Perempuan 562 

 Jumlah 1095 

Sumber Data: RPJM Desa Pembatang 2021 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki 

berjumlah 533 orang dan perempuan berjumlah 562 orang. Dan total jumlah 

penduduk tersebut yaitu 10,95 jiwa dan berjumlah 303 KK dengan jumlah rumah 

sebanyak 284 rumah. 

5. Data Tempat Ibadah 

Sebagaimana halnya pada daerah-daerah lainnya, agama adalah 

merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan penduduk pada umumnya 

dan salah satu sarana dan prasarana peribatan agama. Ditinjau dari agama yang 
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dianut mayoritas masyarakat Desa Pembatang yaitu beragama islam. Berikut 

tempat ibadah di Desa Pembatang yaitu : 

Tabel II.IV 

Jumlah Tempat Ibadah 

No Rumah Ibadah Jumlah 

1 Masjid 1 

2 Mushollah 12 

 Jumlah 13 

Sumber Data: RPJM Desa Pembatang 2021 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat data jumlah banyaknya tempat 

ibadah yang ada di Desa Pembatang yaitu terdapar 1 buah Masjid dan 12 buah 

Muashollah. 

6. Lembaga Pendidikan  

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan 

perkembangan masyarakat, pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana 

yang memadai. Pada umumnya sarana dan prasarana pendidikan yang berupa 

gedung-gedung sekolah yang ada di wilayah Desa Pembatang mulai dari tingkat 

PAUD hingga SLTP sederajat telah tersedia yang dibangun oleh pemerintah. 

Dalam membangun sarana pendidikan tidak hanya dengan beberapa kali saja, 

namun hal itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk mleihat keadaan 

pendidikan masyrakat Desa Pembatang dapaat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel II. V 

Jumlah Lembaga Pendidikan 

No Lembaga pendidikan Lokasi Jumlah 
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1 TK / PAUD Dusun I 2 

2 SD Dusun I 1 

3 SLTP/MTS Dusun I 1 

4 MDA Dusun I 1 

 Jumlah  5 

Sumber Data: RPJM Desa Pembatang 2021 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di 

Dsa Pembatang sudah tergolong cukup baik dalam menunjang pendidikan 

penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana dan  prasarana pendidikan 

maka diharapkan masyarakat memiliki pendidikan yang maju dan tidak 

ketinggalan dengan daerah-daerah lain. 

Di Desa Pembatang terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti 

TK/PAUD berjumlah 2 buah dan terletak di Dusun I, SD sebanyak 1 buah dan 

terletak di Dusun I, SLTP/MTS sebnyak 1 buah dan terletak di Dusun I, MDA 

sebanyak 1 buah dan terletak di Dusun I. 

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Pembatang sudah sangat 

berkembang, hal ini terbukti dengan adanya sebagian dari penduduk Desa 

Pembatang yang telah melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi keluar daerah 

seperti di UIR, UNRI, UIN dan Universitas lainnya. 

7. Struktur mata pencaharian dan jenis pekerjaan 

Untuk memenugi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Pembatang 

mempunyainberbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian 

masing-masing masyarakat Desa Pembatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel II. VI 

Jenis Matapencaharian Penduduk Desa Pembatang 

No Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 665 Orang 

2 Pedagang 9 Orang 

3 PNS 23 Orang 

4 Tukang 12 Orang 

5 Guru 28 Orang 

6 Bidan/Perawat 2 Orang 

7 TNI/Polri - 

8 Pensiunan 5 Orang 

9 Sopir 8 Orang 

10 Buruh - 

11 Jasa persewahan 3 Orang 

12 Swasta 45 Orang 

13 Peternak 150 Orang 

 Jumlah  

Sumber Data: RPJM Desa Pembatang 2021 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jenis matapencaharian penduduk 

Desa Pembatang berbagai macam yautu Petani berjumlah 665 orang, Pedagang 

berjumlah 9 orang, PNS berjumlah 23 orang, Tukang berjumlah 12 orang, Guru 

berjumlah 28 orang, Bidan/Perawat berjumlah 2 orang, Pensiunan berjumlah 5 

orang, Sopir berjumlah 8 orang, Jasa Persawahan berjumlah 3 orang, Swasta 

berjumlah 45 orang, dan peternak berjumlah 150 orang. 
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8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, Lembaga pemerintahan Desa, 

Jumlah Aparatur Desa 

Pemerintah Desa Pembatang mempunyai Visi yaitu Bersatu Mmebangun 

Desa Pembatang yang Lebih Maju, dan Desa Pembatang Memiliki Misi yaitu 

bersatu bersama masyarakat dan kelembagaan adat dalam mewujudkan Desa 

Pembatang yang aman, tentram dan damai. 

Desa Pembatang di pimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh 

perangkat-perangkatnya dan kepala dusun yang semunaya bekerja sesuai dengan 

abatan dan kewenangan yang telah di pangkunya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut tentang strukutur organisasi Desa Pembatang. 
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Gambar II.I 

Struktur Organisasi Desa Pembatang 

Sumber Data: RPJM Desa Pembatang 2021 
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Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa :
79

 

1. Kepala Desa 

a. Kedudukan Kepala Desa 

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

b. Tugas Kepala Desa 

Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Wewenang Kepala Desa 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa 

mempunyai wewenang sebagai berikut : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 

2. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama BPD. 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa 

mengenai APBDesa untuk dibahas bersama BPD. 

5. Membina kehidupan bermasyarakat desa. 

6. Membina perekonomian desa. 

7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 
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8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Kewajiban Kepala Desa 

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan 

bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

desa. 

7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

e. Fungsi Kepala Desa  

1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan 

hakasal usul desa. 
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3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa. 

4. Pelaksanaan tugas pembaharuan. 

5. Pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya. 

 Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 

penyelenggaran pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat 1 kali dalam 1 

tahun. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

masyrakat. 

2. Sekretaris Desa 

a. Kedudukan  

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu 

Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa. 

2. Sekretaris desa sebagimana dimaksud dipimpin oleh sekretaris desa 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala 

desa. 

3. Sekretaris desa dalam menjalankan rugas dibantu oleh kepala-

kepala urusan. 

b. Tugas Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam 

penyelenggaraan admunistrasi pemerintahan desa. 

c. Fungsi Sekretaris Desa 

1. Pelaksanaan pelayanan administrasri pemerintahan desa. 
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2. Pelaksanaan urusan keuangan desa. 

3. Pelaksanaan urusan perencanaan. 

4. Pelaksanaan urusan tata usaha. 

5. Penyusunan rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan 

rancangan keputusan kepala desa. 

3. Kaur Pemerintahan  

a. Kedudukan kaur pemerintahan unsur pelakasanaan teknis yang 

membantu kepala desa di bidang pemerintahan desa. Kaur 

pemerintahan berkedudukan dibawah kepala desa dan 

bertanggungjawab kepada kepala desa. 

b. Tugas bagian pemerintah  

1. Merencanakan 

2. Melaksanakan  

3. Monitoring dan evaluasi yang meliputi ketentraman dan 

ketertiban masyarakat desa. 

4. Kependudukan. 

5. Pertanahan. 

6. Pembinaan social politik. 

c. Fungsi Kaur Pemerintahan 

1. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa. 

2. Pelaksanaan administrasi kependudukan. 

3. Pelaksanaan administrasri pertanahan. 

4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan social politik. 
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5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas. 

4. Kaur Umum 

a. Kedudukan kaur umum adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan 

yang membantu tugas kepala desa dalam  idang kesejahteraan rakyat. 

Kaur umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala desa. 

b. Tugas kaur umum melaksanaka, monitoring dan  eva;uasi kegiatan 

kemasyarakatan meliputi keagamaan, nikah, cerai dan rujuk, social, 

pendidkam, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perempuan, kesehaan 

masyarakat, dan kesejahteraan keluarga. 

c. Fungsi kaur umum 

1. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. 

2. Pembinaan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

3. Pelaksanaan administrasi nikah, cerai dan rujuk. 

4. Pembinaan kegiatan di bidang social. 

5. Pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 

6. Pembinaan dibidang pemuda dan olahraga serta pemberdayaan 

perempuan. 

7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas. 

5. Kaur Pembangunan  

a. Kedudukan kaur pembangunan adalah unsur pelaksanaan teknis 

lapangan yang membantu tugas kepala desa dalam bidang 
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pembangunan. Kaur pemangunan berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala desa. 

b. Tugas kaur pembangunan merencanakan, melaksanakan, monitoring 

dan evaluasi pembangunan desa yang meliputi pembangunan sarana 

dan prasarana desa, perekonomian masyarakat desa dan sumber 

pendapatan desa. 

c. Fungsi kaur pembangunan  

1. Perencanaan program pembangunan dssa. 

2. Peningkatan sarana dan prasarana desa. 

3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang 

pertania, kehutanan, perindustrian, perdaganagan, koperasi, usaha 

mikro, usaha menengah, pertambangana dan energy serta 

lingkkungan hidup. 

4. Penyusunan laporan pelaksanaa tugas. 

6. Badan Permusyawaratan Desa 

 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD 

berkedudukan sebagai unsusr penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD 

adalah wakil dari masyarakat desa terkait berdasarkan keterwakilan wilayah yang 

ditetapkan secara musyawarah dan mufakat atau pemilihan. Masa jabatan angota 

BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali 

masa jabatan berikutnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan.



 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Status Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tanpa Adanya Akta Jual Beli 

di Desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi. 

Status jual beli tanah tanpa adanya akta jual beli di Desa Pembatang 

Kabupaten Kuantan Singingi dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut 

datangnya dari masyarakat Desa Pembatang, Pemerintaha Desa, dan Badan 

Pertanahan Nasional. 

Pelaksanaan jual beli tanah tanpa adanya akta dilihat dalam: 

a. Masyarakat Desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi 

Berdasarkan hasil wawancara  tentang jual beli yang dilakukan dihadapan 

pejabat maka masyarakat desa Pembatang banyak yang  melakukan  jual  beli 

dibawah tangan dihadapan kepala desa daripada dihadapan  PPAT.
80

 

Masyarakat desa Pembatang menjawab tentang perjanjian jual beli yaitu 

dengan saling percaya, maka dari konsep tersebut sudah ada mencantumkan 

beberapa klausula atau perjanjian yang pada intinya menekankan pada kalimat 

“jika tanah ini tidak sedang dalam sengketa dan jika kemudian hari tanah ini 

bermasalah maka pihak pembeli dan penjual akan menyelesaikan dengan cara 

musyawarah dan penjual bersedia bertanggung jawab dan siap dituntut dimuka 

persidangan baik secara perdata ataupun pidana”.
81
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Masyarakat desa Pembatang saat melakukan jual beli hanya dengan bukti 

kwintansi, saat si pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan dan 

disepakati maka si penjual menyerahkan alas hak tanh tersebut baik alas berupa 

SKT ataupun Sertifikat tergantung yang mereka punyai alas hak dari tanah tanah 

tersebut. Pengertian kwintansi adalah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang 

yang ditandatangani oleh penerima lalu diserahkan kepada yang membayar dan 

dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Surat bukti yang menyatakan telah 

terjadinya penyerahan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual dan 

ditandatangani oleh penjual sejumlah uang yang ditulis pada surat tersebut. 

Kwintansi dilengkapi dengan keterangan tempat, tanggal dan alasan penyerahan 

sejumlah uang tersebut biasanya untuk memperkuat tanda bukti transaksi pada 

kwintansi akan ditempelkan materai sebesar yang sudah ditentukan oleh undang-

undang perpajakan.
82

 

Jumlah masyarakat Desa Pembatang yang pernah melakukan jual beli 

dibawah tangan dari responden berjumlah 20 KK. Tingkat pernah melakukan 

lebih banyak daripada tidak pernah yaitu berjumlah 15 dan tidak pernah berjumlah 

5. Hal ini berarti banyak masyarakat Desa Pembatang yang melakukan jual beli 

dibawah tangan masih menggunakan dengan konsep terang, tunai dan riil seperti 

hukum adat atau hanya di hadapan kepala desa dibandingkan dihadapan pejabat 

dengan akta jual beli.
83
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Tingkat atas hak yang dimiliki lebih banyak SKT dibanding sertifikat. 

Padahal sertifikat menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang 

berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 

yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 

Sertifikat adalah alat bukti hak yang paling kuat untuk dapat menerbitkan 

sertifikat salah satu syaratnya masyarakat harus melakukan jual beli dihadapan 

PPAT.
84

 

Tentang pertanyaan alas hak yang didaftarkan di BPN, kondisi ini 

beraneka ragam saat melakukan wawancara Kepala Desa Pembatang atas hal 

tersebut maka masyarakat tersebut ada yang status haknya sudah tertera 

didaftarkan secara  sah  menurut undang-undang dan legalitasnya jelas yaitu alas 

haknya sertifikat, ada juga yang belum didaftarkan di BPN masih dalam alas hak 

SKT  tetapi  sudah  nama  sendiri  yang  atau  sudah ada peralihan hak hanya saja 

masih dihadapan pejabat Desa. 
85

 

Dilihat dari faktor masyarakat desa Pembatang yang menyebabkan masih 

kerap kalinya melakukan kegiatan jual beli tanah hanya dihadapan kepala desa 

tidak dihadapan PPAT, berdasarkan wawancara bersama masyarakat desa 

Pembatang yaitu dikarenakan masyarakat desa Pembatang menilai bahwa jual beli 

yang dilakukan cukup dihadapan kepala desa itu lebih jauh lebih mudah dan tidak 
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memerlukan biaya yang besar seperti halnya jual beli yang dilakukan dihadapan 

PPAT.
86

 

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Pembatang 

dilakukan menurut hukum adat, dimana jual beli dalam pelaksanaannya yang 

hanya dilakukan dihadapan kepala desa sajayang bersifat tunai, riil dan terang.
87

 

b. Pemerintah Desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi 

Faktor pelaksanaan jual beli tanah tanpa akta jual beli dari pemerintah desa 

Berdasarkan wawancara bersama kepala Desa Pembatang bapak Jarman Idris  

masyarakat memang lebih banyak melakukan jual beli dibawah tangan sendiri, 

kadang jual beli tersebut dilakukan sudah lama, barulah jika ingin menaikan alas 

hak, misalnya dari SKT menjadi SKGR tentu membutuhkan tanda tangan 

Aparatur Desa, maka para pihak akan mendatangi kepala desa.
88

 

Kemudian pihak desa akan memberikan dokumen SKT/SKGR serta 

perjanjian-perjanjian jual beli yang dianggap perlu dan dibubuhi matrai serta 

setempel dan yang paling utama adalah para pihak sepakat, sebenarnya perjanjian 

jual beli dihadapan kepala desa ini hanya sebagai saksi bahwa ada perwakilan dari 

Negara yang mewakili telah terjadi peralihan hak antara penjual dan pembeli.
89

 

Pada saat melakukan wawancara peneliti menanyakan apakah pihak desa 

memberi himbauan agar melakukan jual beli di hadapan pejabat PPAT yang 
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berwenang agar jual beli tersebut memenuhi syarat formil, maka kepala desa 

mengatakan itu adalah hak para pihak, karena sebagaimana kita ketahui biaya 

untuk jual beli dihadapan PPAT sangatlah mahal, pihak desa hanya dapat 

membantu apa yang bisa dikeluarkan berdasarkan wewenang desa terhadap 

syarat-syarat pengurusan akta tanah.
90

 

Dilihat dari sarana dan prasarana masyarakat Desa Pembatang minim 

pengetahuan tentang peralihan hak, tetapi sarana sosialisasi sangat kurang pada 

penduduk desa, seperti pada pihak BPN, yang memang notaben nya memberikan 

himbauan hanya di jejaring sosial, kita mengetahui bahwa tidak semua masyarakat 

desa mengenal tekhnologi sehingga jangkauan sosialisasi tersebut tidak sampai.  

Tidak adanya pihak yang terkait memberikan sosialisasi penyuluhan secara turun 

langsung ke desa Pembatang.
91

 

Masyarakat Desa Pembatang ada yang hak milik tanahnya berupa 

sertifikat, ada juga yang hanya  SKT. Proses jual beli masyarakat Desa Pembatang 

jika SKT maka dilakukan dihadapan kepala desa, tetapi jika sertifikat dihadapan 

PPAT/notaris. 

Prosedur dari pembelian  hak  tanah di desa tersebut berdasarkan hasil 

wawancara bersama  Kepala Desa Pembatang bapak Jarman Idris yaitu sebagai 

berikut : 

a. Cara pertama pihak penjual yang memiliki tanah dan pihak pembeli cukup 

bersepakat atas harga tanah yang dijual, kemudian penjual memberikan 
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uang kepada pembeli setelah dilakukan transaksi pihak pembeli dapat 

langsung menggarap tanah tersebut biasanya cara ini dilakukan oleh orang 

yang sudah saling kenal. Jika ada alas haknya maka alas haknya tersebut 

diberikan, jika tidak maka pembeli atau penjuallah yang mengurusnya 

tergantung kesepakatan. 

b. Cara kedua dilakukan secara secara lisan jual beli tersebut dengan 

menggunakan  hanya kwintansi saja tanpa perjanjian jual beli. 

c. Cara ketiga, transaksi jual beli tanah dilakukan dihadapan kepala desa. 

Disini pihak penjual dan pembeli sepakat dengan harga tanah yang akan 

djual dan mereka menghadap kepala desa untuk melakukan jual beli 

setelah waktu dan hari ditentukan oleh kepala desa maka kepala desa dan 

jajaran melakukan pengukuran batas-batas tanah untuk disesuaikan 

didalam surat kepemilikan. Kemudian kepala desa membuat surat 

pernyataan dan isninya adalah transaksi jual beli dan pengukuran yang 

memuat isi kondisi dan batas tanah.
92

 

Menurut hasil wawancara bersama kepala Desa Pembatang bapak Jarman Idris 

kepala desa  memang  tidak berhak membuat akta jual beli seperti halnya  PPAT. 

Tapi pihak desa berkewajiban menandatangani dan mengetahui telah ada 

perpindahan hak dari penjual dan pembeli tanah karena nantinya kepengurusan 

surat awal tanah seperti surat riwayat yanah, surat keterangan ganti kerugian, surat 

                                                             
92

 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang, 

15 April 2022, 16:00 WIB 

 



 

58 

ukur, akan dikeluarkan oleh pihak desa ini juga merupakan langkah awal untuk 

memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah di BPN.
93

 

Dilihat dari faktor pemerintah desa Pembatang berdasarkan wawancara 

bersama kepala desa Pembatang hal yang menyebabkan masyarakat desa 

Pembatang masih kerap melakukan jual beli dihadapan kepala desa yaitu 

masyarakat desa Pembatang lebih banyak melakukan jual beli dihadapan kepala 

desa dengan alasan lebih mudah dan simple, alasan lain yang menyebabkan 

masyarakat desa Pembatang masih melakukan jual beli dihadapan kepala desa 

yaitu kareana mahalnya biaya pembuatan tersebut, jadi jika masyarakat 

melakukan hanya dihadapan kepala desa itu cukup dengan kata sepakat harga 

saja. 

Alasan lainnya yaitu masyarakat desa Pembatang sangat minim 

pengetahuan tentang peralihan hak, tetapi sarana sosialisasi sangat kurang pada 

penduduk desa. Seperti pihak BPN yang memang notabennya memberikan 

himbauan hanya di jejaring social media, kita mengetahui bahwa tidak semua 

masyarakat desa mengenal teknologi sehingga jangkauan sosialisasi tersebut tidak 

sampai, tidak adanya pihak yang terkait memeberikan sosialisasi penyuluhan 

secara langsung ke desa Pembatang. 

c. Badan Pertanahan Nasional Kuantan Singingi 

 Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kantor 

Pertanahan Nasional bapak Turmudi, S.Sit, M,H,  status tanah yang berada di 
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wilayah desa Pembatang sebagian sudah ada yang terdaftar dan sebagian belum 

ada yang terdaftar, untuk proses pendaftaran sendiri sebenarnya mudah dan biaya 

murah, menurut hasil wawancara bersama kepala pertanahan Kuantan Singingi 

ternyata perjanjian jual beli yang tidak di hadapan PPAT bisa dijadikan syarat 

untuk pendaftaran sepanjang perjanjian tersebut dibubuhi matrai dan tandatangan, 

perjanjian tersebut tidak mengandung cacat hukum dan disaksikan oleh pejabat 

Negara minimal kepala desa, hal ini memang bertentangan dengan PP No 24 

Tahun 1997.
94

 

Tetapi BPN mempunyai kebijakan sendiri melihat tidak semua masyarakat 

mampu untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT tetapi proses tersebut dapat 

dilakukan dengan cara BPN turun kelapangan untuk mengecek kebenaran tanah 

tersebut, seperti batas-batas dan luas, serta kepemilikan aslinya. dalam hal ini 

kementrian agrarian dan tata ruang/badan pertanahan sudah melakukan sosialisasi 

terkait proses pendaftaran tanah serta hal-hal yang perlu diketahui oleh 

masyarakat terkait hak atas tanah, baik melalui sosial media atau program 

strategis/pendaftaran tanah sistematis lengkap.
95

 

Dilihat dari penyuluhan sosialisasi langsung  pihak BPN mereka beralasan 

untuk mengadakan penyuluhan langsung ke desa-desa mengenai pentingnya 

peralihan hak yang sah dimata hukum memerlukan biaya akomodadi yang besar 

dan BPN tidak punya alokasi dana khusus dari pemerintah, dan untuk program 
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PTSL itu hanya daerah yang ditunjuklah yang akan didatangi langsung oleh pihak 

BPN.
96

 

Tanah yang dilakukan dengan cara jual beli dibawah tangan tidak bisa 

mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 37 PP No 24 Tahun 1997, 

untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum yang penuh, maka masyarakat 

harus segera mendaftarkan tanah nya atau melakukan proses balik nama atau 

peralihan hak, untuk dapat melakukan peralihan hak, seseorang harus memenuhi 

syarat adanya akta jual beli yang dilakukan oleh PPAT.
97

 

Dilihat dari Badan Pertanahan Nasional Kuantan Singingi, Desa 

Pembatang merupakan desa yang sudah cukup lama kondisi seperti itu 

menyebabkan banyak tanah- tanah yang belum di daftarkan atau jual beli dan alas 

hak nya belum sempurna, pemerintah Negara Indonesia mempunyai program 

untuk pendaftaran tanah secara serentak atau sistematik. Pendaftaran secara 

sistematik dilakukan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah 

yang belum didaftar dalam satu wilayah suatu desa atau  kelurahan. Pendaftaran 

secara sistematik ini dilakukan berdasarkan inisiatif dari pemerintah. Tapi sistim 

ini ternyata belum pernah dilakukan oleh aparat desa.
98

 

Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Pembatang  secara dibawah 

tangan atau masih menganut hukum adat pada masa sekarang ini menandakan 

tidak terpenuhinya penegakan Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1950 
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dan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, padahal untuk 

mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum bagi pemegang tanah, seseorang 

harus mengikuti ketentuan hukum tersebut. Faktor Penyebab Undang-undang 

tidak ditaati dapat dilihat dengan teori efektifitas hukum menurut Soejono 

Soekanto yaitu :
99

 

1. Dilihat Dari Aparatur Sipil 

Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat 

berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang 

aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya 

sebagai seorang penegak hukum dengan baik.
100

 

Dari tingkatan aparatur yang terendah adalah: 

a. Kepala Desa  

Kepala desa berdasarkan ikut sertanya diharuskan sebagai syarat mutlak 

oleh hukum adat, hanya percampuran kepala desa atau kesaksian kepala 

desa itu merupakan faktor yang lebih menyatakan keyakinan bahwa suatu 

jual beli hak atas tanah adalah sah, dalam putusan Makamah Agung 

tanggal 12 Juni 1975 No 952 dalam pertimbangan hukumnya 

menyebutkan bahwa jual beli menurut hukum adat sah apabila dilakukan 

secara riil dan tunai serta diketahui oleh kepala desa. Berdasarkan 

wawancara bersama kepala Desa Pembatang bapak Jarman Idris  

masyarakat memang lebih banyak melakukan jual beli dibawah tangan 
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sendiri, kadang jual beli tersebut dilakukan sudah lama, barulah jika ingin 

menaikan alas hak, misalnya dari SKT menjadi SKGR tentu membutuhkan 

tanda tangan Aparatur Desa, maka para pihak akan mendatangi kepala 

desa.  

Kemudian pihak desa akan memberikan dokumen SKT/SKGR serta 

perjanjian-perjanjian jual beli yang dianggap perlu dan dibubuhi matrai 

serta setempel dan yang paling utama adalah para pihak sepakat, 

sebenarnya perjanjian jual beli dihadapan kepala desa ini hanya sebagai 

saksi bahwa ada perwakilan dari Negara yang mewakili telah terjadi 

peralihan hak antara penjual dan pembeli.  

Pada saat melakukan wawancara peneliti menanyakan apakah pihak desa 

memberi himbauan agar melakukan jual beli di hadapan pejabat PPAT 

yang berwenang agar jual beli tersebut memenuhi syarat formil, maka 

kepala desa mengatakan itu adalah hak para pihak, karena sebagaimana 

kita ketahui biaya untuk jual beli dihadapan PPAT sangatlah mahal, pihak 

desa hanya dapat membantu apa yang bisa dikeluarkan berdasarkan 

wewenang desa terhadap syarat-syarat pengurusan akta tanah.
101

  

Desa Pembatang merupakan desa yang sudah cukup lama dan daerah 

transmigrasi, kondisi seperti itu menyebabkan banyak tanah- tanah yang 

belum di daftarkan atau jual beli dan alas hak nya belum sempurna, 

pemerintah Negara Indonesia mempunyai program untuk pendaftaran 

tanah secara serentak atau sistematik. Pendaftaran secara sistematik 
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dilakukan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah yang 

belum didaftar dalam satu wilayah suatu desa atau  kelurahan. Pendaftaran 

secara sistematik ini dilakukan berdasarkan inisiatif dari pemerintah.
102

 

Tapi sistim ini ternyata belum pernah dilakukan oleh aparat desa. 

b. Camat 

Setelah para pihak mendapat akta jual beli yang dilakukan dibawah tangan 

dihadapan kepala desa, maka biasanya akta jual beli tersebut, baik SKT 

dan SKGR biasanya akan di teruskan dan  membutuhkan tanda tangan 

camat sebagai pejabat yang lebih tinggi dari pada kepala desa sebagai 

pengesahannya. 

c. PPAT 

Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya 

disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta tanah tertentu”.
103

 

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 disebutkan: 

“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”.
104
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Berdasarkan Pasal 5 PP No. 37 Tahun 1998 dapat penulis jelaskan bahwa 

wilayahkerja PPAT adalah satu wilayah kerja kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk wilayah kerja PPAT Sementara dan 

PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanyasebagai Pejabat Pemerintah yang 

menjadi dasar penunjukkannya.
105

 

Menurut Pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 akta jual beli merupakan bukti 

sah selain risalah lelang jika peralihan haknya melalui lelang, hanya dapat 

didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
106

  

Sesuai dengan domisili hukumnya maka peneliti mewawancarai PPAT 

yang wilayah hukumnya di daerah Kuantan Singingi yaitu PPAT 

berdasarkan hasil wawancara tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat 

Kuantan Singingi khusus nya desa Pembatang yang pernah melakukan jual 

beli di hadapannya, rata-rata jual beli dilakukan bukan pada saat kedua 

belah pihak memang benar-benar membeli, mereka sudah membeli lama 

cuman proses nya diulang kembali karena kondisi seperti akan balik nama, 

atau pemecahan atau karena waris.  

Kesulitan proses yang dihadapi yaitu ketika para pihak yang terdahulu 

sudah tidak ada, misalnya tanah itu sudah berada di kepemilikan tangan ke 

3 atau ke 4 sedangkan alas hak masih atas nama pihak pertama, adapula 

yang mengurus hanya bermodal kwitansi dan surat keterangan dari lurah 
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 Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
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tanpa adanya SKGR otomatis itu terlebih dahulu harus di naikan alas hak 

nya, atau ada kondisi dimana biasanya terjadi sengketa dengan pihak lain 

barulah para pihak mendatangi untuk dicarikan solusi mengenai alas hak 

nya, untuk proses pendaftaran atau akta jual beli sendiri berdasarkan PP 

No 24 Tahun 1997. Untuk pemegang alas hak terdahulu yang sudah 

meninggal namun belum melakukan peralihan hak pada pemegang yang 

pertama maka dapat diajukan kepengadilan tentang permohonan 

pernyataan telah meninggal nya seseorang tersebut dan kepengurusan ahli 

warisnya.  

Bukti keterangan dari pengadilan tersebut nantinya bisa dilampirkan 

menjadi syarat-syarat kepengurusan peralihan hak tersebut, namun tidak 

dapat dipungkiri di desa-desa masih banyak masyarakat yang melakukan 

jaul beli tanah tanpa campur tangan PPAT jadi jual beli tersebut hanya 

dilakukan antara pembeli dengan penjual dan ditutup dengan saling 

berjabat tangan maka detik itu juga tanah tersebut telah beralir 

kepemilikannya, Jual beli di bahwa tangan terkadang hanya dibuktikan 

dengan selembar kwitansi sebagai bukti telah terjadinya jual beli dan tidak 

sedikit pula kwitansi yang menjadi bukti tersebut hilang karena sudah 

terlalu lama disimpan sehingga tidak tahu lagi keberadaannya.  

Selain kwitansi bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah setipikat yang 

masih atas nama pemilik yang lama (penjual), hal tersebut sering 

menimbulkan masalah dalam proses hendak akan dilakukan balik nama, 

seperti pihak penjual telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi 
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berdomisili dimana, dan bisa juga penjual beritikad buruk menyatakan 

sertipikat atas namanya telah hilang dan dimohonkan sertipikat pengganti 

dengan alasan setipikat yang lama telah hilang, sehingga sertipikat pada 

saat pembeli akan mengurus balik nama baru akan diketahui telah lahir 

sertipikat pengganti. 

d. Badan Pertanahan Nasional  

Menurut Pasal 1 ayat 22 PP No 24 Tahun 1997 Badan Pertanahan 

Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bidang 

tugasnya meliputi bidang pertanahan, sedangkan kantor pertanahan adalah 

unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau 

kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan 

daftar umum pendaftaran tanah.
107

 

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kantor 

Pertanahan Nasional bapak Turmudi, S.Sit, M,H,  status tanah yang berada 

di wilayah desa Pembatang sebagian sudah ada yang terdaftar dan 

sebagian belum ada yang terdaftar, untuk proses pendaftaran sendiri 

sebenarnya mudah dan biaya murah, menurut hasil wawancara bersama 

kepala pertanahan Kuantan Singingi ternyata perjanjian jual beli yang 

tidak di hadapan PPAT bisa dijadikan syarat untuk pendaftaran sepanjang 

perjanjian tersebut dibubuhi matrai dan tandatangan, perjanjian tersebut 

tidak mengandung cacat hukum dan disaksikan oleh pejabat Negara 

                                                             
107 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 22 



 

67 

minimal kepala desa, hal ini memang bertentangan dengan PP No 24 

Tahun 1997.
108

 

Tetapi BPN mempunyai kebijakan sendiri melihat tidak semua masyarakat 

mampu untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT tetapi proses tersebut 

dapat dilakukan dengan cara BPN turun kelapangan untuk mengecek 

kebenaran tanah tersebut, seperti batas-batas dan luas, serta kepemilikan 

aslinya. dalam hal ini kementrian agrarian dan tata ruang/badan pertanahan 

sudah melakukan sosialisasi terkait proses pendaftaran tanah serta hal-hal 

yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait hak atas tanah, baik melalui 

sosial media atau program strategis/pendaftaran tanah sistematis 

lengkap.
109

 

e. Dilihat Dari Masyrakat Itu Sendiri 

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. 

Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat 

menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal 

mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian 

mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai 

dengan aturan yang berlaku.
110

  

Masyarakat desa Pembatang kerap sekali melakukan jual beli di bawah 

tangan, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti bahkan lebih banyak 
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masyarakat yang melakukan jual beli dibawah tangan dari pada di hadapan 

PPAT alasannya yaitu lebih mudah dan simple, alasan lain yaitu karena 

mahalnya biaya pembuatan tersebut, jadi cukup dihadapan kepala desa 

atau bahkan hanya membeli dengan kata sepakat harga saja.
111

 

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih. mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian 

hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur dan syarat sah perjanjian dimana 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, Untuk 

sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal.
112

 

Syarat sahnya perjanjian diatas terdapat syarat Subjektif dan syarat 

Objektif. Syarat Subjektif adalah “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan 

“Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, sedangkan yang dimaksud syarat 

Objektif adalah “Suatu hal tertentu” dan “Suatu sebab yang halal”. Syarat 

Subjektif dari perjanjian adalah “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, 

kecakapan disini yang dimaksud yaitu telah genap berusia dua puluh satu tahun 

berdasar pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dewasa 

adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih 
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dahulu telah kawin, sedangkan yang dimaksud tidak cakap yaitu berdasar pada 

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 

1. Orang-orang belum dewasa. 

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. 

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, 

dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat persetujuan-persetujuan tertentu.
113

 

Suatu perjanjian yang di buat oleh masing-masing pihak yang 

berkepentingan dapat terjadi pembatalan. Batalnya suatu perjanjian dapat 

dibedakan menjadi 2 terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:
114

 

1. Null and Void , dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak 

pernah ada apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi 

hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak 

pernah ada suatu perikatan. 

2. Voidable, bila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya 

bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan 

pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, 

selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak 

meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang 

memberikan sepakatnya secara tidak bebas). 
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114 Bung Pokrol, Batalnya Suatu Perjanjian. Diakses dari 
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f. Dilihat Dari Sarana dan Prasarana 

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum 

akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, 

antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang 

mumpuni, dan sumber dana yang memadai, Penegakan hukum berasal dari 

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam 

masyarakat.
115

 

Dari adanya sarana dan prasarana berdasarkan wawancara bersama Kepala 

Desa, PPAT, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kuantan Singingi 

Masyarakat Desa Pembatang minim pengetahuan tentang peralihan hak, 

tetapi sarana sosialisasi sangat kurang pada penduduk desa, seperti pada 

pihak BPN, yang memang notaben nya memberikan himbauan hanya di 

jejaring sosial, kita mengetahui bahwa tidak semua masyarakat desa 

mengenal tekhnologi sehingga jangkauan sosialisasi tersebut tidak sampai.  

tidak adanya pihak yang terkait memberikan sosialisasi penyuluhan secara 

turun langsung ke desa Pembatang.
116

 

Pada saat mewawancarai pihak BPN mereka beralasan untuk mengadakan 

penyuluhan langsung ke desa-desa mengenai penting nya peralihak hak 

yang sah dimata hukum memerlukan biaya akomodasi yang besar, dan 

BPN tidak mempunyai alokasi dana khsus dari pemerintah.
117
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Setelah melakukan penelitian dlapangan yaitu di Desa Pembatang dengan 

data-data yang ada maka berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa 

Pembatang bapak Jarman Idris sebagai masyarakat Desa Pembatang ada yang hak 

milik tanahnya berupa sertifikat, ada juga yang hanya  SKT. Proses jual beli 

masyarakat Desa Pembatang jika SKT maka dilakukan dihadapan kepala desa, 

tetapi jika sertifikat dihadapan PPAT/notaris.
118 

Masyarakat desa Pembatang memang kerap kali melakukan jual beli 

dibawah tangan  kebanyakan  prosedur dari pembelian  hak  tanah di desa tersebut 

berdasarkan hasil wawancara bersama  Kepala Desa Pembatang bapak Jarman 

Idris yaitu sebagai berikut : 

a. Cara pertama pihak penjual yang memiliki tanah dan pihak pembeli cukup 

bersepakat atas harga tanah yang dijual, kemudian penjual memberikan 

uang kepada pembeli setelah dilakukan transaksi pihak pembeli dapat 

langsung menggarap tanah tersebut biasanya cara ini dilakukan oleh orang 

yang sudah saling kenal. Jika ada alas haknya maka alas haknya tersebut 

diberikan, jika tidak maka pembeli atau penjuallah yang mengurusnya 

tergantung kesepakatan. 

b. Cara kedua dilakukan secara secara lisan jual beli tersebut dengan 

menggunakan  hanya kwintansi saja tanpa perjanjian jual beli. 

c. Cara ketiga, transaksi jual beli tanah dilakukan dihadapan kepala desa. 

Disini pihak penjual dan pembeli sepakat dengan harga tanah yang akan 

djual dan mereka menghadap kepala desa untuk melakukan jual beli 
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setelah waktu dan hari ditentukan oleh kepala desa maka kepala desa dan 

jajaran melakukan pengukuran batas-batas tanah untuk disesuaikan 

didalam surat kepemilikan. Kemudian kepala desa membuat surat 

pernyataan dan isninya adalah transaksi jual beli dan pengukuran yang 

memuat isi kondisi dan batas tanah.
119

 

Namun dari berbagai macam cara diatas, terdapat juga masyarakat Desa 

Pembatang yang sudah lama melakukan transaksi jual beli tetapi baru dibuat alas 

haknya bertahun-tahun sehingga proses pembuatan surat jual beli dibawah tangan 

terlambat dan diulang prosedurnya dari awal lagi. 

Menurut hasil wawancara bersama kepala Desa Pembatang bapak Jarman Idris 

kepala desa  memang  tidak berhak membuat akta jual beli seperti halnya  PPAT. 

Tapi pihak desa berkewajiban menandatangani dan mengetahui telah ada 

perpindahan hak dari penjual dan pembeli tanah karena nantinya kepengurusan 

surat awal tanah seperti surat riwayat yanah, surat keterangan ganti kerugian, surat 

ukur, akan dikeluarkan oleh pihak desa ini juga merupakan langkah awal untuk 

memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional.
120

 

Berdasarkan  wawancara terbuka yang telah peneliti  lakukan  kepada  

masyarakat sebanyak 20 di desa Pembatang maka tingkat terjadinya jual beli 

dibawah tangan adalah sebagai berikut :  

 

 

                                                             
119 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang, 

14 Januari 2022, 11.00 WIB  
120

 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Desa Pembatang, 

14 Januari 2022, 11.00 WIB  

 



 

73 

Tabel III. I 

Jual Beli Dibawah Tangan 

No Jual Beli Dibawah Tangan  Jumlah  Persentase 

1 Pernah  15 75% 

2 Tidak Pernah  5 25% 

3 Tidak Mengerti -  

Data Olahan : Tahun 2022 

Dari data wawancara  diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat Desa 

Pembatang yang pernah melakukan jual beli dibawah tangan dari responden 

berjumlah 20 KK. Tingkat pernah melakukan lebih banyak daripada tidak pernah 

yaitu berjumlah 15 dan tidak pernah berjumlah  5. Hal ini berarti banyak 

masyarakat Desa Pembatang yang melakukan jual beli dibawah tangan masih 

menggunakan dengan konsep terang, tunai dan riil seperti hukum adat atau hanya 

di hadapan kepala desa dibandingkan dihadapan pejabat dengan akta jual beli. 

Tabel III. II 

Alas Hak yang Dimiliki Masyarakat 

No Alas Hak yang Dimiliki 

Masyarakat 

Jumlah  Persentase  

1 Sertifikat  3 15% 

2 SKT 17 85% 

Data Olahan : Tahun 2022 

Berdasarkan  hasil wawancara tingkat atas hak yang dimiliki lebih banyak 

SKT dibanding sertifikat. Padahal sertifikat menurut Peraturan Pemerintah No 24 
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Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 sertifikat merupakan surat 

tanda bukti hak yang berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data 

fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data 

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak 

yang bersangkutan. Sertifikat adalah alat bukti hak yang paling kuat untuk dapat 

menerbitkan sertifikat salah satu syaratnya masyarakat harus melakukan jual beli 

dihadapan PPAT. 

Tabel III. III 

Bukti Dalam Jual Beli Alas Hak 

No Bukti yang diberikan saat 

melakukan jual beli 

Jumlah  Persentase  

1 Kwintansi -  

2 Kwintansi dan Alas Hak 20 100% 

3 Tidak Ada -  

Data Olahan : Tahun 2022 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat desa Pembatang saat 

melakukan jual beli hanya dengan bukti kwintansi, saat si pembeli menyerahkan 

sejumlah uang yang telah ditentukan dan disepakati maka si penjual menyerahkan 

alas hak tanh tersebut baik alas berupa SKT ataupun Sertifikat tergantung yang 

mereka punyai alas hak dari tanah tanah tersebut. Pengertian kwintansi adalah 

suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima 

lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti 

transaksi. Surat bukti yang  menyatakan telah terjadinya penyerahan sejumlah 

uang dari pembeli  kepada  penjual dan  ditandatangani oleh  penjual  sejumlah 
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uang yang ditulis pada surat tersebut. Kwintansi dilengkapi dengan keterangan 

tempat, tanggal dan alasan penyerahan sejumlah uang tersebut biasanya untuk 

memperkuat tanda bukti transaksi pada kwintansi akan ditempelkan materai 

sebesar yang sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan.
121 

Tabel III. IV 

Perjanjian Jual Beli 

No Perjanjian Jual Beli Jumlah  Persentase  

1 Saling Percaya 20 100% 

2 Tidak Ada -  

Data Olahan : Tahun 2022 

Berdasarkan  data  wawancara, masyarakat desa Pembatang menjawab 

tentang  perjanjian  jual  beli yaitu dengan  saling  percaya, maka dari konsep 

tersebut sudah ada mencantumkan beberapa klausula atau perjanjian yang pada 

intinya menekankan pada kalimat “jika tanah ini tidak sedang dalam sengketa dan 

jika kemudian hari tanah ini bermasalah maka pihak pembeli dan penjual akan 

menyelesaikan dengan cara musyawarah dan  penjual  bersedia bertanggung 

jawab dan siap diruntut dimuka persidangan baik secara perdata ataupun pidana. 
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Tabel III. V 

Pendaftaran di BPN 

No Pendafataran Hak Alas Hak di 

BPN 

Jumlah  Persentase  

1 Sudah  3 15% 

2 Belum  17 85% 

Data Olahan : Tahun 2022 

Berdasarkan data wawancara maka tentang pertanyaan alas hak yang 

didaftarkan di BPN, kondisi ini beraneka ragam saat melakukan wawancara 

Kepala Desa Pembatang atas hal tersebut maka masyarakat tersebut ada yang 

status haknya sudah tertera didaftarkan secara  sah  menurut undang-undang dan 

legalitasnya jelas yaitu alas haknya sertifikat, ada juga yang belum didaftarkan di 

BPN masih dalam alas hak SKT  tetapi  sudah  nama  sendiri  yang  atau  sudah 

ada peralihan hak hanya saja masih dihadapan pejabat Desa.  

Tabel III. VI 

Jual Beli Dilakukan Hadapan Pejabat 

No Jual Beli Dilakukan di Hadapan 

Pejabat 

Jumah  Persentase  

1 Kepala Desa 20 100% 

Data Olahan : Tahun 2022 

Berdasarkan  hasil  wawancara  maka masyarakat desa Pembatang banyak 

yang  melakukan  jual  beli dibawah tangan dihadapan kepala desa daripada 

dihadapan  PPAT. Perjanjian  antara  kedua belah  pihak  ataupun  dihadapan  
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kepala desa tapi  tidak  di hadapan  PPAT  disebut  juga  akta  dibawah  tangan, 

akta dibawah  tangan  adalah  akta  yang  sengaja dibuat untuk pembuktian oleh 

para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Dengan kata lain akta dibawah 

tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak-pihak sebagai alat bukti, 

tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.
122 

Suatu akta yang dibuat dibawah tangan baru  mempunyai kekuatan 

terhadap pihak ketiga antara lain apabila dibubuhi suatu pernyataan yang 

bertanggal dari seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-

undang sebagaimana diatur dalam pasal 1874 dan pasal 1880 KUHPerdata.
123

 

Kepala desa dalam hal ini seseuai dengan mengenai ikut sertanya kepala 

desa dalam jual beli ha katas tanah, mahkamah agung dalam yurisprudensinya 

tanggal 13 desember 1958 No 4 menyatakan bahwa ternyata ikut sertanya kepala 

desa diharuskan sebagai syarat mutlak oleh hukum adat, hanya percampuran 

kepala desa atau kesaksian kepala desa itu merupakan factor yang lebih 

menyatakan keyakinan bahwa suatu jual beli ha katas tanah adalah sah.dalam 

putusan mahkamah agung tanggal 12 juni 1975 Nomor 952 dalam pertimbangan 

hukumnya menyebutkan bahwa jual beli menurut hukum adat sah apabila 

dilakukan secara riil dan tunai serta diketahui oleh kepala desa.
124

 

Pengertian jual beli ha katas tanah setelah diundangkannya UUPA 

merupakan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya yang 

bersifat tunai dan selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UUPA 
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yaitu PP no 24 tahun 1997 yang menentukan bahwa jual beli ha katas tanah harus 

dibuktikan dengan suatu akta akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, 

sebagimana dinyatakan pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997.
125

 

Dalam penjelasan pasal 24 ayat 1 huruf f PP No. 24 Tahun 1997 tersebut 

menyatakan bahwa setiap transaksi jual beli hak atas tanah sebelum berlakunya 

Peraturan Pemerintah ini untuk melakukan pendaftaran bisa tanpa suatu akta 

PPAT tetapi hanya dengan bukti tertulis yang dibuat oleh Kepala Desa/Kepala 

Adat.
126

 

Berdasarkan uraian diatas bahwa jual beli pada masyarakat di Desa 

Pembatang dilakukan  menurut hukum adat yang dalam pelaksanaannya hanya 

dilakukan di hadapan kepala desa yang bersifat tunai, riil dan terang, Jual beli 

tersebut tetap sah walaupun telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 10 

tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sepanjang syarat-syarat materiil terpenuhi 

yaitu adanya para pihak, tanah sebagai objek jual beli dan harga yang telah 

disepakati, namun syarat Formilnya tidak terpenuhi untuk mendapatkan suatu 

perlindungan hukum dari Undang-undang.
127

 

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Kuantan SIngingi bapak Turmudi, S.Sit, M.H  bahwa tanah yang dilakukan 

dengan cara jual beli dibawah tangan tidak bisa mendapat perlindungan hukum 

sesuai dengan Pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 yang berbunyi “peralihan hak 

atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar 
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menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan 

hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku” untuk 

mendapatkan suatu perlindungan hukum yang penuh, maka masyarakat harus 

segera mendaftarkan tanah nya atau melakukan proses balik nama atau 

peralihan hak, untuk dapat melakukan peralihan hak, seseorang harus 

memenuhi syarat adanya akta jual beli yang dilakukan oleh PPAT.
128 

Peneliti juga mewawancarai PPAT yang wilayah hukumnya di daerah 

Kuantan Singingi yaitu PPAT tentang kondisi jual beli di bawah tangan yang 

dilakukan masyarakat Desa Pembatang, menurut nya jual beli dibawah tangan 

tanpa dihadapan pejabat yang berwenang sangat beresiko apabila nantinya terjadi 

sengketa akta di bawah tangan tetap bisa jadi alat bukti namun kekuatan 

pembuktianya lemah dan belum sempurna, kecuali surat di bawah tangan tersebut 

diakui kebenarannya oleh pihak “lawan”, selain untuk perlindungan hukum, jual 

beli dibawah tangan juga sebagai syarat dilakukan nya pendaftaran seperti halnya 

yang tertuang didalam pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: 

 ”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 

jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
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Hal ini juga diperkuat dengan pasal 2 ayat (1) PP No. 37 tahun 1998 

tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPPAT) yang berbunyi sebagai 

berikut: 

”PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 

tertentu mengena hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 

yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”.
129

 

UUPA menghendaki agar setiap transaksi jual-beli, penukaran, 

penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian dengan hukum adat dan 

perbuatan lain yang bermaksud memindahkan dahkan hak milik serta 

pengawasannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 26 ayat (1) 

UUPA). Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 24 Tahun 1997 

yang menetapkan bahwa tiap-tiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak 

atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, dan 

lainlain harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

Agraria, terhadap Surat Keterangan sebagai alas hak yang di buat dihadapan 

Kepala Desa, itu dapat juga dilakukan sebagai perlindungan hukum oleh Negara 

tetapi tidak penuh, karena SKT sebenarnya hanyalah bagian dari syarat Formil 

persyaratan untuk pendaftaran tanah dan diterbitkan alas hak baru yang lebih 

kuat yaitu sertifikat, Kewenangan lurah/kepala desa juga diatur di dalam 

ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf b angka 1 dan angka 2 disebutkan bahwa 
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Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: 

1. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan 

2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum besertipikat dari Kantor Pertanahan, atau 

untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan 

Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan 

dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
130

 

Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat 

yang berupa surat keterangan tanah/surat keterangan penguasaan tanah yang 

diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat 

berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak 

yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, 

oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam 

penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat 

yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat.
131

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat 

Keterangan Penguasaan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan 

yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat 
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keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak 

atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan 

permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-

undangan pertanahan, Proses mendapatkan hak milik atas tanah seperti ini jika 

merujuk pada undang- undang pokok agraria, surat keterangan tanah merupakan 

proses awal atau alas hak untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Namun 

dengan mengantongi surat keterangan tanah tersebut masyarakat merasa haknya 

sudah aman dan terlindungi. 

Karena konteks dalam jual beli ini adalah  masalah tanah, maka 

pengaturan jual beli yang dilakukan bukan lagi hanya menggunakan hukum 

perdata BW tetapi harus juga dengan Peraturan Undang-undang Pokok Agraria, 

Hukum tanah nasional konsepsinya di dasarkan pada hukum adat dan 

pelaksanaannya mengingat bahwa hukum agraria sekarang ini memakai sistem 

dan asas-asas hukum adat maka jual beli hak atas tanah sekarang harus pula 

diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik atau 

penyerahan tanah untuk selama-lamanya oleh penjual kepada pembeli yang 

pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.
132 

Undang-undang Pokok Agraria telah mengatur permasalahan peralihan 

hak tanah atau jual beli tentang tata cara nya, tetapi sebagian masyarakat masih 

menganut sistem hukum adat dengan konsep tunai, terang dan riil, seperti 

halnya yang terjadi di desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi  yang 

masih marak terjadi, Masyarakat desa masih menggunakan jual beli tanah 
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dibawah tangan, tanpa di hadapan pejabat yang berwenang. 

Jual beli dibawah tangan adalah suatu peralihan hak atas tanah yang 

dilakukan melalui suatu perjanjian jual beli secara adat yang dilakukan dibawah 

tangan dengan cara peralihan hak melalui suatu perjanjian yang dibuat diatas 

kwitansi dan dibubuhi matrai atau kertas segel yang didalam nya dituangkan 

didalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang harus di 

tandatangani oleh saksi-saksi.
133 

Peralihan hak atas tanah diatur didalam Undang-undang Pokok Agraria, 

hal ini dilakukan sebagai realisasai Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 

yang menetapkan bahwa Bumi dan Air kekayaan alam yang terkandung 

didalam nya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat, 

maka pada tanggal 24 September 1960 dibentuklah hukum Agrarian nasional, 

dengan berlakunya hukum nasional maka pada saat itupula segala peraturan 

yang berlaku yaitu: 

1. Agrarish Wet/ Hukum Adat 

2. Semua Pernyataan domein dari hindia belanda 

3. Buku Ke II KUHPerdata sepanjang mengenai bumi serta 

kekayaan Alam yang terkandung didalam nya kecuali Hepoteek 

Dengan demikian  hukum agraria yang baru itu dipakai sebagai dasar 

hukum bagi negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, 

sehingga semua tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hukum Agraria yang baru ini 
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bersifat nasional baik dari segi materil maupun dari segi formal. Mengenai segi 

formal, hukum agrarian  nasional dibuat oleh pembentuk undang- undang 

nasional, dibuat di Indonesia dan disusun pula dengan bahasa Indonesia. 

Sedangkan 'dari segi materiilnya, hukum agraria yang baru itu bersifat nasional 

yakni berkenaan dengan tujuan, asas-asasnya dan isinya. Hukum agraria baru 

itu, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan sesuai dengan tingkat 

pengetahuan bangsa Indonesia. 

Mengenai  transaksi  jual-beli tanah, UUPA tidak menegaskan secara 

terinci mengenai sistem mana yang dipakai, apakah menganut sistem konkret 

atau tunai seperti yang diterapkan dalam hukum adat, ataukah sistem 

konsensual seperti yang diterapkan dalam hukum barat, tidak dijelaskan secara 

pasti, ketidaktegasan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 UUPA yang masih 

mengakui hukum adat dalam kaitannya dengan bumi,air dan ruang angkasa, 

sedangkan di pihak lain UUPA menentukan, bahwa setiap perjanjian jual-beli 

tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan 

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, pada halnya pejabat yang 

dimaksudkan itu adalah pejabat yang tidak dikenal dalam hukum adat. 

Jika ketentuan Pasal 5 UUPA dihubungkan dengan Pasal 26 UUPA Jo 

Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 maka akan menimbulkan berbagai penafsiran 

yang berbeda-beda, Menurut Boedi Harsono, S.H., bahwa peralihan hak atas tanah 

kepada pembeli didasarkan pada Pasal 5 UUPA adalah hukum adat. Sehingga 

ditafsirkan sebagai hukum adat yang sistemnya masih konkret atau tunai (kontan). 

Berpatokan pada tunai maka peralihan hak atas tanah di Kantor pendaftaran tanah 
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merupakan persyaratan administratif belaka.
134

 

Don. Patty, berpendapat lain daripada pendapat Boedi Harsono, bahwa 

bilamana peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan administrasi belaka 

dan tidak bersifat memaksa, maka pihak pembeli akan mengalami kesulitan bila 

digugat oleh ahli warisnya karena sertifikat tanah yang dibelinya tetap 

tercantum atas nama penjual. Sehingga menyulitkan pembeli bila ia mau 

mengalihkan (menjualnya kembali) atau menghipotekan, dan lain-Iain.
135 

Dasar dari Tanah dapat dikuasai oleh masyarakat yaitu Pasal 4 Ayat 2 

UUPA yaitu Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian 

pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan 

untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu 

dalam batas-batas menurut undang- undang ini dan peraturan-peraturan hukum 

lain yang lebih tinggi. 

Dalam Prosedur Peralihan Hak menurut Undang-undang Pokok Agraria 

diatur didalam Pasal 26 yaitu:
136 

1. Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian 

menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

                                                             
134 Boedi Harsono, UUPA, Sejarah Peny usunan dan Pelaksanaan Hukum Agraria, bagian 

pertama, jilid kedua, Jambatan, Jakarta, 2002 ,hlm 198. 
135 Donatus Patty, Macam·macam Hak Atas Tanah di dalam Undang-undang Pokok Agraria, 

bagian II, CV. Kasih, Kupang 1999, Hlm. 21. 
136

 Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 26 



 

86 

2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan 

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak 

langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang 

warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, 

kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 

(2), adalah batal 

Sedangkan untuk dapat memberikan kepastian hukum maka UUPA 

mengaturnya di dalam Pasal 19 yaitu :
137 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara 

dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 
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dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan 

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya- 

biaya tersebut 

 Sedangkan untuk peralihan dan pendaftaran tanah di atur didalam 

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu 

didalam Pasal-Pasal sebagai Berikut :
138 

Dalam Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

1. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta 

yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, 

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang 

tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara 

Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, 

tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk men-daftar pemindahan hak yang 

bersangkutan. 

Dalam Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: 
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1. Pembuatan akta sebagaimana dimkasud dalam pasal 37 ayat 1 dihadiri 

oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan 

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat 

untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. 

2. Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri 

Dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 

1. PPAT menolak untuk membuat akta, jika : 

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas 

satuan rumah susun, kepadanya tidak di sampaikan sertipikat asli 

hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai 

dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan atau 

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepada nya tidak 

disampaikan: 

1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan 

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau 

untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan 

Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan 

dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau 

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum 
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yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk 

bertindak demikian; atau 

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat 

kuasa mutlak yang pada hakikatnya ber-isikan perbuatan hukum 

pemindahan hak atau 

e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin 

Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut 

diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

atau 

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa 

mengenai data fisik dan atau data yuridisnya atau 

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

2. Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya 

Dalam Pasal 40 berbunti sebagai berikut: 

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib 

menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen 

yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. 

2. PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah 

disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
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para pihak yang bersang-kutan. 

Pasal-pasal diatas merupakan penjelasan tentang tata cara peralihan hak 

menurut Undang-undang Pokok Agraria, sedangkan peralihan hak di Desa 

Pembatang dilakukan secara dibawah tangan, 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jual beli yang diatur didalam 

Undang- undang Pokok Agraria dan Hukum Perdata dibandingkan dengan cara 

jual beli dibawah tangan oleh Masyarakat Desa Pembatang dari hasil penelitian 

melalui wawancara bersama para sumber maka dapat di penjelasan analisis dari 

peneliti yaitu: 

1. Jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Masyarakat Desa 

Pembatang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 

Khususnya Undang- undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 19 

dan Pasal 26  tentang  peralihan hak bahwa untuk menjamin suatu 

kepastian hukum maka peralihan hak harus sesuai prosedur Undang-

undang dan segera di daftarkan, pendaftaran tersebut lebih jelas di 

pertegas dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah khusus nya Pasal 38, 39 dan 40 bahwa peralihan hak 

harus di daftarkan, peralihan hak harus di buat di hadapan pejabat 

pembuat akta tanah, peralihan hak harus dibuat suatu akte, untuk 

peralihan hak pertamakalinya, maka pemegang hak harus menyerahkan 

bukti-bukti dasar seperti keterangan pemilikan yang di perkuat oleh 

kepala desa. 

Sedangkan Masyarakat Desa Pembatang melakukan peralihan hak jual 
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beli tidak di hadapan PPAT, melainkan hanya di hadapan dua orang saksi 

dan Kepala Desa, untuk masyarakat yang bukti surat nya hanya sampai 

pada Surat Keterangan Hak Milik proses tersebut banyak yang tidak 

dilanjutkan untuk peningkatan hak, sedangkan untuk pemegang dengan 

alas hak sertifikat masih sedikit sekali dan tetap melakukan jual beli 

dihadapan kepala desa sebagai saksi telah berpindah suatu alas hak, 

bahkan ada pula proses jual beli nya sudah lama tetapi baru melakukan 

jual beli dihadapan kepala desa. 

Banyak masyarakat yang melakukan jual beli hanya dengan selembar 

kwitansi dan menyerahkan alas hak sebagai tanda peralihan hak nya inilah 

yang dinamakan jual beli dibawah tangan, padahal menurut hukum kepala 

desa bukanlah pejabat yang berwenang dalam pembuatan peralihan hak, 

kepala desa hanya berwenang menerbitkan surat keterangan  awal  hak  

baik surat keterangan riwayat tanah (SKT) didalam  isi surat tersebut 

menegaskan tentang  asal  usul tanah, batas-batas  tanah  sepadan  

kemudian  barulah di tanda tangani diketahui oleh kepala Desa dan di 

teruskan ke Camat.  

Surat yang di terbitkan oleh kepala desa tersebut bukan merupakan alas 

hak dengan  pembuktian  kuat, sifatnya  hanya bagian administrasi syarat 

pelengkap untuk dilanjutkan peningkatan hak kepada sertifikat hak milik 

yang disebut Undang- undang sebagai alas hak yang sah yang mempunyai 

kekuatan hukum. 

2. Jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa 
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Pembatang pada dasarnya adalah “SAH” jika di kaji menurut 

KUHperdata Pasal 1457 KUHPerdata,karena jual beli adalah suatu 

perjanjian dengan mana  pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang telah dijanjikan.  

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah 

perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan 

hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang 

yang disebut harga.
139

 Sepanjang syarat sah perjanjian jual beli nya 

terpenuhi yaitu cakap, sepakat, suatu sebab tertentu dan halal maka jual 

beli meskipun dibawah tangan sekalipun tetap sah. 

Tanda dari sah nya jual beli yang di lakukan oleh Masyarakat Desa 

Pembatang bahwa kedua belah pihak sepakat dengan membayarkan 

sejumlah uang dengan kwitansi dan pihak  lainnya menyerahkan alas hak 

tanah tersebut, sesuai dengan pengertian jual beli, namun meskipun dari 

jual beli nya sah menurut  hukum  menurut  proses  materil nya, tetapi 

secara formalnya  proses  jual   beli secara adat (tunai) belum dikatakan 

sah.  

Oleh karena itu karena objek jual beli nya adalah tanah maka suatu 

transaksi jual beli tanah dikatakan sah menurut UUPA harus memenuhi 

syarat materiil dan syarat formal, syarat materil nya adalah menyerahkan 

uang dan salah  satu pihak menyerahkan alas hak, sedangkan syarat 

                                                             
139 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung 2010, hlm. 243 
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formal nya perbuatan itu harus dilakukan di hadapan pejabat yang 

berwenang dan dibuatkan akte jual beli oleh pejabat tersebut yaitu PPAT. 

Sehingga apabila transaksi jual beli tanah nya dilakukan di hadapan orang 

atau pejabat yang bukan PPAT ataupun hanya diketahui oleh kedua belah 

pihak adalah tidak sah, dan transaksi jual beli inilah yang disebut "jual 

beli tanah di bawah tangan". Perbuatan mana tidak mempunyai akibat 

hukum bila disengketakan, karena tidak memenuhi syarat formal. 

3. Jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pembatang  

masih  menganut  hukum  adat dengan prinsip terang tunai dan rill, terang 

dilakukan  di  hadapan  kepala desa, pembayaran dilakukan  secara  tunai 

dan  pelaksanaannya rill atau nyata, menurut para ahli seperti Boedi 

Harsono di dalam UUPA bahwa jual beli secara hukum adat di akui dan 

tersirat didalam Pasal 5 UUPA sehingga meskipun jual beli tanah di 

lakukan di bawah tangan tetap mendapat  perlindungan  seperti yang 

dilakukan oleh Masyarakat Desa Pembatang di hadapan kepala desa. 

Tetapi ini hanya sebagai langkah awal, karena masih ada tahapan proses 

yang harus di lalui, jual beli dibawah tangan dengan di terbitkan SKT  

atau perjanjian jual beli di bawah tangan disebut akta di bawah tangan, 

jika nantinya terdapat sengketa antara kedua belah pihak kekuatan 

pembuktiannya terletak jika kedua belah pihak mengakui telah terjadi jual 

beli dan tetunya memerlukan alat bukti tambahan atau yang laiinnya 

untuk memperkuat pembuktian karena hal inilah akta jual beli dibawah 

tangan  disebut  dengan bukti tertulis permulaan, tetapi lain halnya jika 
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jual beli di lakukan di hadapan PPAT dan dilakukan  peningkatan alas  

hak atau pendaftaran, kekuatan pembuktian nya sempurna dan secara 

penuh di lindunggi oleh Undang-undang karena dalam proses jual beli di 

hadapan PPAT tentunya akan di siapkan syarat-syarat untuk memenuhi 

prosedur nya, sehingga nantinya dapat diketahui apakah  tanah  tersebut  

bermasalah atau tidak, sehingga jual beli dapat dilakukan atau tidak dapat 

dilakukan. 

Jika bermasalah maka tidak dapat dilakukan jual beli dan proses 

pendaftaran menjadi sertifikat hak milik, dan inilah merupakan langkah 

awal sebagai pencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah hal ini 

sesuai dengan wawancara bersama PPAT dan Kepala BPN, agar Desa 

Pembatang mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  tanah nya  

secara penuh maka menurut hemat peneliti yang dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Masyarakat Desa Pembatang  harus  melakukan  kembali  Jual beli 

dibawah tangan dan ulangi proses nya di hadapan Pejabat Pembuat 

Akta tanah atau notaris. 

b. Jika pihak-pihak  jual beli pada waktu itu khususnya penjual sudah 

meninggal, maka dapat melakukan penetapan pengadilan dengan 

membawa bukti-bukti penjualan pada masa itu. 

c. Masyarakat Desa Pembatang harus melengkapi syarat-syarat untuk 

segera didaftarkan kepemilikan hak nya di BPN sesuai dengan 

ketentuan- ketentuan yang diatur didalam PP No 24 Tahun 1997 
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tentang Pendaftaran Tanah. 

 Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah 

yaitu untuk memberikan suatu bentuk jaminan akan adanya kepastian hukum 

atas kepemilikan tanah, Daya pembuktian sertifikat tidak bisa dilepaskan dari 

kewenangan Pejabat Tata usaha Negara, yakni Kepala Badan Pertanahan 

Nasional/Kantor Pertanahan yang telah yang tentunya dapat dipercaya oleh 

orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. 

B. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli agar jual beli tanah 

mempunyai mempunyai kekuatan hukum tetap di Desa Pembatang  

 Penyelesaian atas jual beli tanah antara penjual dan pembeli untuk 

mendapatkan kekuatan hukum tetap dilihat dari masyarakat desa Pembatang 

dan Badan Pertanahan Nasional. 

a. Penyelesaian jual beli tanah agar berkekuatan hukum tetap dari 

masyarakat desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi 

 Agar desa Pembatang mendapat perlindungan hukum atau jaminan 

kepastian hukum terhadap tanahnya secara penuh maka penjual dan pembeli 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Masyarakat desa Pembatang atau penjual dan pembeli harus melakukan 

kembali jual beli dihadapan Kepala Desa atau dibawah tangan dan 

ulangi prosesnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris. 

b. Jika pihak-pihak pada waktu itu khususnya penjual atau pembeli sudah 

meninggal, maka dapat melakukan penetapan pengadilan dengan 

membawa bukti-bukti penjualan atau pembelian pada waktu itu. 
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 Masyarakat desa Pembatang atau penjual dan pembeli harus melengkapi 

syarat-syarat untuk segera didaftarkan kepemilikan haknya di Badan Pertanahan 

Nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam PP No 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
140

 

 Berdasarkan wawancara bersama masyarakat desa Pembatang tentang 

proses penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara 

penjual dan pembeli jika kelak tana yang telah disepakati bersengketa yaitu jual 

beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Pembatang yaitu dengan saling 

percaya. Maka dari konsep tersebut sudah ada mencantumkan beberapa klausula 

yang pada intinya menekankan pada kalimat jika tanah tidak bersengketa lalau 

kemudian hari tanah bersengketa maka pihak pembeli dan penjual akan 

menyelesaikan dengan cara musyawarah dan penjual bersedia bertanggung 

jawab dan siap dituntut dimuka persidangan baik secara perdata maupun 

pidana.
141

 

b. Penyelesaian jual beli agar mendapatkan kepastian hukum dilihat dari 

sisi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi 

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu 

upaya yang harus dilakukan oleh masyarakar desa Pembatang yang melakukan 

jual beli tidak dihadapan PPAT agar mendapatkan kepastian hukum jika kelak 

tanah yang diperjual belikan tersebut bersengketa.
142

 

                                                             
140 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa 

Pembatang, 9 Mei 2022, pukul 16:30 WIB 
141 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama masyarakat desa 

Pembatang, 9 Mei 2022, pukul 16:30 WIB 
142

 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Kuantan Singingi, 30 Mei 2022,pukul 14:00  WIB  
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 Agar masyarakat desa Pembatang mendapat perlindungan hukum 

terhadap tanahnya secara penuh maka yang dapat dilakukan dengan cara: 

1. Masyarakat desa Pembatang harus melakukan kembali jual beli dibawah 

tangan dan ulangi lagi prosesnya dihadapan PPAT. 

2. Jika pihak-pihak jual beli pada waktu itu khususnya penjual sudah 

meninggal, maka dapat melakukan penetapan pengadilan dengan 

membawa bukti-bukti penjualan pada masa itu. 

3. Masyarakat desa Pembatang harus melengkapi syarat-syarat untuk 

segera didaftarkan kepemilikan haknya di BPN dengan ketentuan yang 

diatur di dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
143

 

 Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Pembatang secara dibawah 

tangan  atau  masih  menganut  hukum  adat  pada  masa  sekarang  ini 

menandakan tidak  terpenuhinya  penegakan  Undang-undang  Pokok Agraria 

No 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Padahal untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian  hukum bagi pemegang 

tanah seseorang harus mengikuti ketentuan hukum tersebut.
144

 

 Pokok-pokok  pikiran yang  tercantum di dalam pasal 33 menekankan 

bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah 

karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia, merupakan 

pokok-pokok kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh Negara dan ditujukan 

untuk mencapai sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat Indonesia. Bertitik tolak 

dari pasal tersebut di aats, maka jelaslah  bahwa  Negara diangggap bukan 

                                                             
143

 Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Kuantan Singingi, 30 Mei 2022,pukul 14:00  WIB  
144 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
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bukan sebagai pemilik tanah dalam suatu wilayah Negara, tetapi kewenangan 

Negara untuk menguasai tanah tersebut semata-mata kepentingan masyarakat 

banyak.
145

 

 Berdasarkan  peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertannahan  Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan 

Penyelesaian  Kasus Pertanahan  diperoleh bentuk  penyelesaian. Kasus 

pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan 

kepada kementrian agrarian dan tata ruang (kementrian ATR)/Badan Pertanahan 

Nasional (BPN), kantor wilayah pertanahan nasional (Kanwil BPN), kantor 

pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penangangan dan 

penyelesaian sesuai dengan ketentuan pertauran perundan-undangan.
146

 

 Perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang 

bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata), yang 

mengandung pengertian bahwa perjanjian yang mereka buat itu mempunyai 

kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang.
147

 

 Dengan asas ini, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian diberi 

kebebasan untuk membuat isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannva. Hal ini maksudnya undang-undang yang mengatur tentang 

hukum perjanjian, tidak mencampuri pokok-pokok atau syarat-syarat yang akan 

menjadi kesepakatan para pihak. Seberapa luas dan lama suatu pejanjian adalah 

murni berdasarkan keinginan para pihak. Dengan demikian berarti isi perjanjian 

                                                             
145 Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
146

 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 

Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan 
147

 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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yang dibuat itu harus dilaksanakan seperti halnya mereka melaksanakan 

undang-undang, yang mana jika salah satu pihak mengingkarinya, maka dapat 

dikenakan sanksi sesuai undang-undang.
148

 

 Apabila suatu sengketa perdata telah diputus oleh hakim, maka disini 

bukanlah berarti keputusan tersebut secara langsung dapat dilaksanakan. 

Keputusan hakim itu baru dapat dilaksanakan bila telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Yang dimaksud dengan keputusan hakim yang telah mempunyai 

kekuatan hukum ini ialah, suatu keputusan yang menurut ketentuan undang-

undang tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan upaya hukum. Sebaliknya 

yang dimaksud dengan keputusan hakim yang belum mempunyai kekuatan 

tetap ialah, suatu keputusan yang masih terbuka kesempatan untuk 

menggunakan upaya hukum melawan keputusan tersebut, misalnya 

menggunakan upaya hukum banding. 

 Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelum itikad baik 

terbagi menjadi dua yaitu itikad baik yang bersifat subjektif dan itikad yang 

bersifat objektif. Yang bersifat subjektif ukurannya sangat relatif, atau dapat 

dikatakan tidak dapat diukur sampai sejauh mana batasan ini berlaku, hanya 

undang-undang memberikan rambu yaitu dengan ukuran norma-norma 

kepatutan dan kesusilaan. 

 Bersifat objektif yaitu dengan melihat senyatanya (yang tampak terlihat) 

pada perjanjian itu sendiri, seperti bentuknya, cara membuuatnya dan isinya. 

Jika ukuran subjektif menilai akibat dari adanya perjanjian itu, seperti 

                                                             
148 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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bagaimanakah maksud dari perjanjian, bagaimanakah pelaksanaan perjanjian, 

sedangkan ukuran objektif menilai dari adakah suatu peraturan yang terlanggar 

dengan adanya perjanjian tersebut, atau bagaimanakah cara para pihak 

menuangkan kesepakatan dalam suatu format perjanjian. Ukuran itikad baik 

dalam pelaksanaan perjanjian menjadi kajian oleh Hakim sendiri dalam 

menginterprestasikannya, artinya hakim diberikan kebebasan untuk menelaah 

dan mengkaji apakah suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau 

tidak, yang kemudian diaktualisasikan dalam putusannya. 

 Berkaitan dengan syarat formal maupun materielnya sebagaimana telah 

diuraikan di atas bahwa untuk terjadinya jual beli tanah hak dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus bersifat final, baik syarat formal maupun 

materielnya, untuk syarat formal biasanya telah dipenuhinya persyaratan 

kelengkapan surat-surat (sertifikat, dan lainnya) yang menjadi bukti hak atas 

tanah. 

 Syarat materiel seperti harus lunasnya harga jual beli, merupakan syarat 

untuk perjanjian pokoknya yaitu jual beli di hadapan PPAT. Dengan demikian, 

tidak bertentangan dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 

yang menentukan bahwa pengalihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Sedangkan ketentuan Pasal 38 

PP. No. 24 Tahun 1997 mengenai para pihak yang harus hadir dalarn 

pembuatan Akta Jual Beli.
149

 

                                                             
149 Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
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Dalam Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :
150

 

1. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaui 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri 

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang 

tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan Warga Negara 

Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, 

tetapi yang menurut kepala Kartor Pertanahan tersebut kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang 

bersangkutan. 

Dalam pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
151

 

1. Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 

dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang 

bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi 

yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan 

hukum itu.  

2. Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri. 

Dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
152
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 Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
151

 Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
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1. PPAT menolak untuk membuat akta jika, untruk membuat akta: 

a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas 

satuan rumah susun kepadanya tidak bisa disampaikan sertifikat asli 

hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai 

dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; 

b. Mengenai daftar tanah yang belum terdaftar kepadanya tidak 

disampaikan: 

1. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan  

2. Surat keterangan yang mengatakan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau 

untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan 

kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan 

dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan. 

c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum 

yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhui syarat untuk 

bertindak demikian. 

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat 

kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan pernbuatan hukum 
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 Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
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pemindahan hak. 

e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh ijin 

pejabat atau instansi yang berwenang, apabila ijin tersebut 

diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa 

mengenai dan fisik dan atau data yuridisnya;  

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

 Ketentuan tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, namun diakui di dalam lalu lintas bisnis dimasyarakat, hal ini 

merupakan suatu perikatan yang muncul dari perjanjian, yang diatur dalam 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengakui adanya 

kebebasan berkontrak, dengan pembatasan bahwa perjanjian itu tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundangan dan harus didasari dengan itikat 

baik.
153

 

 Dalam hal ini maka sesungguhnya Notaris-PPAT mempunyai peranan 

yang sangat besar, terutama dalam proses pembuatan akta-akta, agar akta yang 

dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang 

berlaku dan tidak merugikan para pihak yang membuatnya. 

 Dengan mempertimbangkan tugas dan kewajiban Notaris-PPAT sebagai 

pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka akta yang 

dibuatnya tersebut harus merupakan juga alat pembuktian formal yang 

                                                             
153 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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mengandung kebenaran absolut, sehingga seharusnya notaris juga berperan 

untuk mengantisipasi secara hukum atas timbulnya hal-hal yang dapat 

merugikan para pihak yang membuatnya serta akibat hukum dan perjanjian 

tensebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pejabat Pertanahan 

Kuantan Singingi menyatakan, bahwa Kantor Pertanahan hanya akan mengakui 

pemilik tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat hak atas tanah dan data 

yang ada pada Kantor Pertanahan.
154

 

 Menurut Pejabat tersebut kasus sengketa tanah di Kantor Pertanahan 

Kuantan Singing, banyak juga yang disebabkan oleh tidak dilakukannya 

pengalihan hak atas tanah dihadapan atau dengan akta PPAT, terutama banyak 

terjadi dalam kasus tanah yang belum bersertifikat, misalnya tanah Bekas Hak 

Milik Adat.
155

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa oleh penulis, bahwa dari 

tinjauan hukum, dapatlah dilihat bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa 

akta Jual Beli PPAT akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, hal 

ini karena ia hanya dapat menguasai secara fisik akan tetapi tidak dapat 

membuktikan kepemilikannya tersebut secara yuridis, hal ini sesuai dengan 

peraturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997.
156

 

 Akan tetapi jual beli yang telah dilakukan antara para pihak adalah sah, 
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 Data diperoleh dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Kuantan Singingi, 9 Mei 2022,  pukul 14:00 WIB 
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 Data diperoleh dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Kuantan Singingi, 9 Mei 2022,  pukul 14:00 WIB 
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karena jual beli tersebut terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah 

pihak, dan para pihak telah cakap menurut hukum, dan kesepakatan itu untuk 

hal jual beli (hal tertentu) dan hak atas tanah dan bangunan tersebut adalah 

benar milik pihak penjual, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat :  

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri  

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  

3. suatu hal tertentu  

4. suatu sebab yang halal.
157

 

 Tindakan yang diambil oleh seorang Notaris-PPAT dalam menangani 

peralihan hak atas tanah, berdasarkan pertirnbangan, bahwa selain sebagai 

pejabat pembuat akta tanah juga sebagai penasehat hukum.
158

 

 Oleh karena itu dalarn praktek, pada saat menghadapi kasus-kasus 

tersebut, sebagai penasehat hukum, memberikan alternatifalternatif tindakan 

yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut : 

1. Agar segera melunasi pembayarannya atau melunasi utangnya yang 

nantinya diperhitungkan sebagal harga jual tanah tersebut. Setelah 

sertifikat diperoleh, maka keduanya datang menghadap kepada PPAT-

Notaris untuk melakukan transaksi jual beli.  

2. Agar menunggu sertifikat terbit atas nama pihak penjual, kemudian 

keduanya datang menghadap ke PPATNotaris untuk melakukan 
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 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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 Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang berpotensi Konflik, (Yogjakarta : 

Kanisius, 2001), hal. 116. 
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transaksi akta jual beli.  

3. Dengan menunggu sertifikat diperoleh atas nama pihak penjual 

(sertifikat dalam proses permohonan hak dan sudah sarnpai kanwil 

Pertanahan), maka dilakukan perbuatan hukum dengan membuat akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dengan syarat pembayaran sudah 

dilunasi. 

 Disinilah terlihat peran PPAT-Notaris terhadap kasus-kasus yang 

dihadapi, tentunya tetap memperhatikan dan segi positif maupun negatif, karena 

tindakan yang diarnbilnya sekarang, tidaklah selesai sampai disitu saja, tatapi 

dapat pula berakibat dimasa mendatang. 

 Agar desa Pembatang mendapat perlindungan hukum atau jaminan 

kepastian hukum terhadap tanahnya secara penuh maka penjual dan pembeli 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Masyarakat desa Pembatang atau penjual dan pembeli harus melakukan 

kembali jual beli dihadapan Kepala Desa atau dibawah tangan dan 

ulangi prosesnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris. 

b. Jika pihak-pihak pada waktu itu khususnya penjual atau pembeli sudah 

meninggal, maka dapat melakukan penetapan pengadilan dengan 

membawa bukti-bukti penjualan atau pembelian pada waktu itu. 

c. Masyarakat desa Pembatang atau penjual dan pembeli harus melengkapi 

syarat-syarat untuk segera didaftarkan kepemilikan haknya di Badan 

Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur 
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didalam PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
159

 

Berdasarkan wawancara  penulis dengan Kepala Desa Pembatang bapak 

Jarman  Idris  dimana  upaya yang harus dilakukan oleh pembeli agar 

melakukan jual beli hak atas tanah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah yaitu untuk memberikan suatu bentuk jaminan akan 

adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
160

 

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa 

pendaftaran tanah  diselenggarakan untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum dibidang pertanahan dan bahwa system publikasinya adalah negative 

tetapi mengandung unsur positive. 

Daya  pembuktian sertifikat tidak bisa dilepaskan dari kewenangan 

pejabat tata usaha Negara yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional yang telah 

menempatkan tandatangannya pada sertifikat yang tentunya dpat dipercaya oleh 

orang yang namanya tercantum dalam sertifikat itu. Didalam daya pembuktian 

terdapat daya pembuktian formal dan daya pembuktian  materiil. Daya 

pembuktian materiil isi keterangan berlaku sebagai kebenaran buat siapapun 

dan orang namanya tercantum didalam sertifikat untuk kemanfaatannya, untuk 

keperluan siapa keterangan  itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil 

Kantor Badan Pertanahan Nasional menerangkan apa yang berada diatas 

tandatanagnnya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar 

pemiliknya. 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
160

 Data diperoleh dar sumber wawancara langsung dengan Kepala Desa Pembatang, 1 Mei 2022, 

pukul 10:00 WIB 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulannya dalah: 

1. Status jual beli tanah tanpa adanya akta jual beli di Desa Pembatang 

Kabupaten Kuantan Singingi dipengaruhi oleh berapa faktor, faktor 

tersebut datangnya dari masyarakat desa Pembatang, Pemerintah Desa, 

dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut 

masyarakat Desa Pembatang, mereka melakukan jual beli hak atas tanah 

dibawah tangan sebabkan biayanya tidak terlalu banyak dan prosesnya 

sangat mudah yaitu cukup dihadiri oleh Kepala Desa dan saksi-saksi. 

Menurut pemerintah desa, masyarakat desa Pembatang sangat minim 

pengetahuan tentang peralihan hak tapi dari pihak BPN tidak melakukan 

sosialisasi penyuluhan secara langsung ke desa Pembatang. Sedangkan 

menurut pihak Badan Pertanahan Nasional pendaftaran secara sistematik 

dilakukan secara secara serentak terhadap semua objek pendaftaran 

tanah yang belum didaftarkan, tapi system ini belum pernah dilakukan 

oleh aparat desa. 

2. Penyelesaian jual beli tanah agar berkekuatan hukum tetap dari 

masyarakat desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut 

masyarakat desa Pembatang, proses penyelesaian yang dapat dilakukan 

oleh kedua belah pihak jika kelak tanah yang telah disepakati 

bersengketa yaitu dengan saling percaya. Keduanya akan menyelesaikan 
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dengan cara musyawarah dan bertanggung jawab dan siap dituntut 

dimuka persidangan baik secara perdata ataupun pidana. Sedangkan 

menurut pihak BPN upaya yang harus dilakukan oleh pembeli agar 

mendapatkan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yaitu 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut 

1. Untuk Masyarakat Desa Pembatang Kabupaten Kuantan Singingi, jual 

beli dibawah tangan adalah perbuatan hukum yang sangat beresiko, 

Negara tidak dapat memberikan perlindungan secara penuh jika nanti 

suatu saat terjadi sengketa terhadap tanah tersebut, Jaminan kepastian 

hukum dapat diberikan melalui Undang-undang Pokok Agraria No 5 

Tahun 1960 dalam Pasal 3 mengenai Peralihan hak yang menurut dan 

tata cara yang sudah diatur, jual beli yang sah adalah jual beli dihadapan 

pejabat PPAT yang berwenang, dan dari jual beli tersebut peralihan hak 

harus segera di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional menurut 

wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah No 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar nantinya pemilik tanah 

dapat di terbitkan alas hak sertifikat sebagai akta autentik. 

2. Untuk aparatur Negara seperti Kepala Desa, Camat, PPAT, dan BPN 

yang wilayah hukumnya berada di Kabupaten Kuantan Singingi 

khsusnya di desa Pembatang, pemahaman masyarakat mengenai penting 
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nya peralihan hak jual beli dibawah tangan yang penuh resiko sangat 

minim sekali, agar nantinya dilakukan penyuluhan dan pemahaman 

mengenai pendaftaran tanah tersebut, agar jaminan kepastian hukum 

oleh Negara dapat di berikan, kepada kepala desa juga dapat mendata 

tanah-tanah yang jual belinya secara dibawah tangan dan belum pernah 

didaftarkan agar dapat mengajukan pendaftaran tanah secara serentak 

untuk menghemat biaya jika yang dikeluhkan masyarakat Desa 

Pembatang adalah tentang mahal nya kepengurusan peralihan hak 

menurut ketentuan Undang-undang. 
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